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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Rencana  Strategis (Renstra) Direktorat

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK)

Tahun 2015-2019 terdapat 7 (tujuh) target pemanfaatan jasa

lingkungan yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Jumlah kunjungan wisata ke Kawasan Konservasi minmal
1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun.
Jumlah kunjungan wisata ke Kawasan Konservasi minimal
20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun.
Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di
Kawasan Konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari
baseline tahun 2013.

Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi
di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit.
Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi
untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah
sebanyak minimal 50 unit.

Jumlah unit usaha pemanfaatan jasling panas bumi yang
beroperasi di Kawasan Konservasi sebanyak minimal 5

unit.




7) Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard
(VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance
(CCBA) REDD+ pada 2 unit Kawasan Konservasi.

Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi merupakan hal baru
di hutan konservasi sejak terbitnya Undang-Undang Nomor. 21
Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Untuk itu perlu informasi
yang lengkap mengenai apa itu panas bumi dan bagaimana
prosesnya, sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan

dan bagaimana dampaknya.

Sebagaimana diketahui, kawasan konservasi memiliki
keanekaragaman hayati dan bentang alam yang beragam,
mulai dari dataran tinggi, pegunungan, sampai dengan
perairan. Sebagian kawasan konservasi merupakan kawasan
pegunungan yang berlokasi pada deretan gunung-gunung
berapi (ring of fire), sehingga mempunyai potensi panas bumi
yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan energi ramah

lingkungan dan berkelanjutan.

Buku ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi
pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi bagi para pihak
terutama bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen
KSDAE yang mengelola 27,5 juta hektar hutan konservasi di

seluruh Indonesia, Pemerintah Daerah dan para pihak lainnya




tentang peluang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi,

lokasi potensial, serta kebijakan yang menaunginya.

Apresiasi kami berikan kepada tim penyusun dan semua pihak
yang telah membantu dalam menyumbangkan pemikiran guna
penyusunan buku ini. Kami menyadari adanya kekurangan
dalam buku ini, oleh karena itu saran perbaikan sangat kami

harapkan.

Semoga buku ini memberikan manfaat.

B Oktober 2016
Di PJLHK,
IrHs vitigiono, MM.

NIP. 19570726 198203 1 001
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BAB |. PENDAHULUAN

Energi mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia.
Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan
perekonomian nasional, kebutuhan energi menjadi semakin
besar baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, proses
industri, bahan baku dan sebagai komoditas ekspor yang
merupakan sumber devisa negara. Di Indonesia konsumsi
energi masih didominasi oleh energi fosil (minyak bumi, gas
bumi dan batubara). Tingginya laju konsumsi energi fosil
mengakibatkan ketimpangan antara laju pengurasan sumber
daya fosil dengan kecepatan untuk menemukan sumber
cadangan baru sehingga diperkirakan dalam waktu tidak lama
lagi cadangan energi fosil akan habis dan Indonesia akan

sangat bergantung pada energi impor (ESDM, 2014).

Selama ini peranan energi fosil masih mendominasi dalam
pemanfaataan energi, sedangkan peranan energi baru
terbarukan hanya sebagai alternatif. Menimbang bahwa
cadangan energi fosil/ sumber daya energi tak terbarukan yang
terbatas, maka perlu adanya kegiatan diversifikasi atau

penganekaragaman sumber daya energi dan konservasi energi




agar ketersediaan energi terjamin. Diversifikasi enerqgi
dilakukan melalui upaya pemanfaatan energi baru terbarukan
(EBT), seperti panas bumi, energi air, energi surya, energi
angin dan biomassa. Dengan memanfaatkan EBT maka
ketergantungan akan konsumsi energi fosil dalam penyediaan
energi nasional dapat diturunkan. Selain itu, isu pemanasan
global yang dikaitkan dengan penggunaan energi fosil menjadi
salah satu alasan untuk menurunkan tingkat konsumsi bahan

bakar fosil.

Pemerintah secara gencar dan agresif terus mendorong
berbagai upaya yang mendukung percepatan pengembangan
EBT. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 mengenai
Kebijakan Energi Nasional (KEN) menekankan kebutuhan
untuk mempercepat pengembangkan EBT. KEN telah
menargetkan porsi EBT dalam bauran energi nasional pada
2025 hingga sebesar 23 persen seperti disajikan dalam Tabel
1.

Perencanaan bauran EBT (Tabel 1) menggambarkan sumber-
sumber energi yang termanfaatkan saat ini. Diversifikasi energi
ini didominasi oleh energi yang bersumber dari biomassa
biofuel, biomassa sampah, dan panas bumi, serta kedepan

rencana pemanfaatan energi nuklir juga cukup besar.
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Tabel 1. Bauran Energi Baru Terbarukan 2015-2050

Bauran Energi
T
(%)
2,8 3,1 4,7 4,5 5,9 7,8
2 2,3 5,1 53 7 6,4

Biomassa Biofuel

Biomassa Sampah , , , ,
Panas Bumi 4,3 8,1 7,1 6,5 4,9 5,8
(Geothermal)

ET Lainnya (Angin)
Energi Baru (Nuklir,
CBM dan lainnya)
Total Energi Baru 10% 17% 23% 25% 28% 31%
Terbarukan

Sumber: Dewan Energi Nasional (2014)

0 0 0 0,1 0,1
16 32 56 65 638

Energi Air (Hydro) 0,9 1,7 2,7 2,6 1,8 2
Energi Laut 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4
Energi Surya 0 0,1 0,1 0,3 1,5 1,7
0
0

Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar sedunia yang
mencapai 28 GW atau sekitar 40% dari potensi panas bumi di

dunia.

Sumber energi panas bumi Indonesia umumnya berada pada
jalur gunung api, membentang mulai dari ujung Pulau
Sumatera, sepanjang Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara,
Sulawesi, dan Maluku. Panjang jalur tersebut sekitar 7.500
kilometer dengan lebar 50-200 km. Kondisi ini menempatkan
Indonesia sebagai pemilik potensi energi panas bumi terbesar

di dunia, yang mencapai 28.617 megawatt (MW) atau sekitar




40 persen dari total potensi dunia yang tersebar di 299 lokasi.
Secara geografis sumber panas bumi terbanyak terdapat di
Sumatera (12.760 MW), Jawa (9.717 MW), Sulawesi (3.044
MW), Nusa Tenggara (1.451 MW), Maluku (1.071 MW), Bali
(354 MW) serta di daerah lain (220 MW).

Oleh karena itu pemerintah mendorong peningkatan
pemanfaatan energi panas bumi seperti tertuang adalam
Roadmap pengembangan energi panas bumi 2004-2025.
Pemerintah  mentargetkan pada tahun 2025 sudah
memanfaatkan energi panas bumi hingga mencapai 9.500 MW

(5% konsumsi energi nasional).

Lokasi potensi panas bumi pada wilayah vulkanik biasanya
berasosiasi dengan kawasan hutan. Pengembangan panas
bumi di kawasan hutan masih menghadapi banyak hambatan,
terutama ketidaksinkronan regulasi pemerintah di sektor energi
dan kehutanan. Beberapa upaya untuk mengatasi kendala
kebijakan itu telah dan sedang dilakukan pemerintah (dalam hal
ini pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK)) yang didukung kalangan praktisi panas bumi.

Kementerian LHK melalui Direktorat Jenderal Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem mengelola kawasan
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konservasi untuk meningkatkan manfaat secara ekonomi
sesuai dengan kaidah konservasi. Saat ini Kementerian LHK
mengedepankan pendekatan pembangunan yang
berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat di
kawasan konservasi melalui pemanfaatan jasa lingkungan
seperti, obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA), air,

karbon, termasuk panas bumi (geothermal).
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BAB 2. TEORI ENERGI PANAS BUMI

Energi panas bumi adalah energi panas yang tersimpan dalam
batuan di bawah permukaan bumi dan fluida yang terkandung
didalamnya. Energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk
pembangkit listrik di Italy sejak tahun 1913 dan di New Zealand
sejak tahun 1958.

Di Indonesia sendiri usaha pencarian sumber energi panas
bumi pertama kali dilakukan di daerah Kawah Kamojang pada
tahun 1918. Pada tahun 1926 hingga tahun 1929 lima sumur
eksplorasi dibor dimana sampai saat ini salah satu dari sumur
tersebut, yaitu sumur KMJ-3 masih memproduksikan uap
panas kering atau dry steam. Pecahnya perang dunia dan
perang kemerdekaan Indonesia mungkin merupakan salah satu

alasan dihentikannya kegiatan eksplorasi di daerah tersebut.

Kegiatan eksplorasi panas bumi di Indonesia baru dilakukan
secara luas pada tahun 1972. Direktorat Vulkanologi dan
Pertamina, dengan bantuan Pemerintah Perancis dan New
Zealand melakukan survey pendahuluan di seluruh wilayah
Indonesia. Dari hasil survey dilaporkan bahwa di Indonesia
terdapat 217 prospek panas bumi, yaitu di sepanjang jalur

vulkanik mulai dari bagian Barat Sumatera, terus ke Pulau
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Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan kemudian membelok ke arah
utara melalui Maluku dan Sulawesi. Survey yang dilakukan
selanjutnya telah berhasil menemukan beberapa daerah
prospek baru sehingga jumlahnya meningkat menjadi 256
prospek, yaitu 84 prospek di Sumatera, 76 prospek di Jawa, 51
prospek di Sulawesi, 21 prospek di Nusa Tenggara, 3 prospek
di Papua, 15 prospek di Maluku dan 5 prospek di Kalimantan.
Sistem panas bumi di Indonesia umumnya merupakan sistem
hidrothermal yang mempunyai temperatur tinggi (>225°C),
hanya beberapa diantaranya yang mempunyai temperatur
sedang (150-225°C).

Terjadinya sumber energi panas bumi di Indonesia serta
karakteristiknya dapat dijelaskan sebagai berikut: Ada tiga
lempengan yang berinteraksi di Indonesia, yaitu lempeng
Pasifik, lempeng India-Australia dan lempeng Eurasia.
Tumbukan yang terjadi antara ketiga lempeng tektonik tersebut
telah memberikan peranan yang sangat penting bagi

terbentuknya sumber energi panas bumi di Indonesia.

Tumbukan antara lempeng India-Australia di sebelah selatan
dan lempeng Eurasia di sebelah utara mengasilkan zona
penunjaman (subduksi) di kedalaman 160 - 210 km di bawah

Pulau Jawa-Nusa Tenggara dan di kedalaman sekitar 100 km




(Rocks et. al, 1982) di bawah Pulau Sumatera. Hal ini
menyebabkan proses magmatisasi di bawah Pulau Sumatera
lebih dangkal dibandingkan dengan di bawah Pulau Jawa atau
Nusa Tenggara karena perbedaan kedalaman jenis magma
yang dihasilkannya berbeda. Pada kedalaman yang lebih besar
jenis magma yang dihasilkan akan lebih bersifat basa dan lebih
cair dengan kandungan gas magmatik yang lebih tinggi
sehingga menghasilkan erupsi gunung api yang lebih kuat yang
pada akhirnya akan menghasilkan endapan vulkanik yang lebih
tebal dan terhampar luas. Oleh karena itu, reservoir panas
bumi (formasi batuan di bawah permukaan yang mampu
menyimpan dan mangalirkan uap dan atau air panas) di Pulau
Jawa umumnya lebih dalam dan menempati batuan volkanik,
sedangkan reservoir panas bumi di Sumatera terdapat di dalam
batuan sedimen dan ditemukan pada kedalaman yang lebih

dangkal.

Sistem panas bumi di Pulau Sumatera umumnya berkaitan
dengan kegiatan gunung api andesitis-riolitis yang disebabkan
oleh sumber magma yang bersifat lebih asam dan lebih kental,
sedangkan di Pulau Jawa, Nusa Tenggara dan Sulawesi
umumnya berasosiasi dengan kegiatan vulkanik bersifat

andesitis-basaltis dengan sumber magma yang lebih cair.
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Karakteristik geologi untuk daerah panas bumi di ujung utara
Pulau Sulawesi memperlihatkan kesamaan karakteristik

dengan di Pulau Jawa.

Akibat dari sistem penunjaman yang berbeda, tekanan atau
kompresi yang dihasilkan oleh tumbukan miring (oblique)
antara lempeng India-Australia dan lempeng Eurasia
menghasilkan sesar regional yang memanjang sepanjang
Pulau Sumatera yang merupakan sarana bagi kemunculan
sumber-sumber panas bumi yang berkaitan dengan
gunung-gunung api muda. Lebih lanjut dapat disimpulkan
bahwa sistem panas bumi di Pulau Sumatera umumnya lebih
dikontrol oleh sistem patahan regional yang terkait dengan
sistem sesar Sumatera, sedangkan di Jawa sampai Sulawesi,
sistem panas buminya lebih dikontrol oleh sistem pensesaran
yang bersifat lokal dan oleh sistem depresi kaldera yang
terbentuk karena pemindahan masa batuan bawah permukaan
pada saat letusan gunung api yang intensif dan ekstensif.
Reservoir (tempat penyimpanan) panas bumi di Sumatera
umumnya menempati batuan sedimen yang telah mengalami
beberapa kali deformasi tektonik atau pensesaran
setidak-tidaknya sejak Tersier sampai Resen. Hal ini

menyebabkan  terbentuknya  porositas  (berpori) atau




permeabilitas (kemampuan partikel menembus) sekunder pada
batuan sedimen yang dominan yang pada akhirnya
menghasilkan permeabilitas reservoir panas bumi yang besar,
lebih besar dibandingkan dengan permeabilitas reservoir pada
lapangan-lapangan panas bumi di Pulau Jawa ataupun di

Sulawesi.

2.1 Sistem Hidrothermal

Sistem panas bumi di Indonesia umumnya merupakan sistem
hidrothermal yang mempunyai temperatur tinggi (>225°C),
hanya beberapa diantaranya yang mempunyai temperatur
sedang (150-225°C). Pada dasarnya sistem panas bumi jenis
hidrothermal terbentuk sebagai hasil perpindahan panas dari
suatu sumber panas ke sekelilingnya yang terjadi secara
konduksi dan secara konveksi. Perpindahan panas secara
konduksi terjadi melalui batuan, sedangkan perpindahan panas
secara konveksi terjadi karena adanya kontak antara air
dengan suatu sumber panas. Perpindahan panas secara
konveksi pada dasarnya terjadi karena gaya apung (bouyancy).
Air karena gaya gravitasi selalu mempunyai kecenderungan
untuk bergerak kebawah, akan tetapi apabila air tersebut
kontak dengan suatu sumber panas maka akan terjadi

perpindahan panas sehingga temperatur air menjadi lebih tinggi
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dan air menjadi lebih ringan. Keadaan ini menyebabkan air
yang lebih panas bergerak ke atas dan air yang lebih dingin
bergerak turun ke bawah, sehingga terjadi sirkulasi air atau

arus konveksi.

7 _me =
Gambar 1. llustrasi sistem hidrothermal

Adanya suatu sistem hidrothermal di bawah permukaan sering
kali ditunjukkan oleh adanya manifestasi panas bumi di
permukaan (geothermal surface manifestation), seperti mata air
panas, kubangan lumpur panas (mud pools), geyser dan
manifestasi panas bumi lainnya, dimana beberapa diantaranya,
yaitu mata air panas, kolam air panas sering dimanfaatkan oleh
masyarakat setempat untuk mandi, berendam, mencuci, masak

dil. Manifestasi panas bumi di permukaan diperkirakan terjadi




karena adanya perambatan panas dari bawah permukaan atau
karena adanya rekahan- rekahan yang memungkinkan fluida

panas bumi (uap dan air panas) mengalir ke permukaan.

Berdasarkan pada jenis fluida produksi dan jenis kandungan
fluida utamanya, sistem hidrotermal dibedakan menjadi dua,
yaitu sistem satu fasa atau sistem dua fasa. Fasa mempunyai
arti zat yang homogen, bisa berbentuk uap, cairan atau padat.
Sistem dua fasa dapat merupakan sistem dominasi air atau
sistem dominasi uap. Sistem dominasi uap merupakan sistem
yang sangat jarang dijumpai dimana reservoir panas buminya
mempunyai kandungan fasa uap yang lebih dominan
dibandingkan dengan fasa airnya. Rekahan umumnya terisi
oleh uap dan pori-pori batuan masih menyimpan air. Reservoir
air panasnya umumnya terletak jauh di kedalaman di bawah
reservoir dominasi uapnya. Sistem dominasi air merupakan
sistem panas bumi yang umum terdapat di dunia dimana
reservoimya mempunyai kandungan air yang sangat dominan
walaupun “boiling” sering terjadi pada bagian atas reservoir
membentuk lapisan penudung wuap yang mempunyai

temperatur dan tekanan tinggi.

Dibandingkan dengan temperatur reservoir minyak, temperatur

reservoir panas bumi relatif sangat tinggi, bisa mencapai
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350°C. Berdasarkan pada besarnya temperatur, Hochstein

(1990) membedakan sistem panas bumi menjadi tiga, yaitu:

a. Sistem panas bumi bertemperatur rendah, yaitu suatu
sistem yang reservoimya mengandung fluida dengan

temperatur lebih kecil dari 125°C.

b. Sistem/reservoir bertemperatur sedang, yaitu suatu sistem
yang reservoimya mengandung fluida bertemperatur
antara 125°C dan 225°C.

c. Sistem/reservoir bertemperatur tinggi, yaitu suatu sistem
yang reservoimya mengandung fluida bertemperatur
diatas 225°C.

Sistem panas bumi seringkali juga diklasifikasikan berdasarkan

entalpi (energi kalor) fluida yaitu sistem entalpi rendah, sedang

dan tinggi. Kriteria yang digunakan sebagai dasar klasifikasi
pada kenyataannya tidak berdasarkan pada harga entalpi, akan
tetapi berdasarkan pada temperatur mengingat entalpi adalah
fungsi dari temperatur. Pada Tabel 2 dibawah ini ditunjukkan

klasifikasi sistem panas bumi yang biasa digunakan.

Tabel 2. Klasifikasi Sistem Panas Bumi
Benderiter Haenel, Hochestein
& Cormy Rybach &

Sistem panas <90°C <100°C <150°C <125°C




bumi entalphi

rendah

Sistem panas

bumi entalphi 90-150°C  100-200°C - 125-225°C
sedang

Sistem panas

bumi entalphi >150°C >200°C >150°C >225°C
tinggi

2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pada
prinsipnya sama seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU), bhanya pada PLTU wuap dibuat di permukaan
menggunakan boiler, sedangkan pada PLTP uap berasal dari
reservoir panas bumi. Apabila fluida di kepala sumur berupa
fasa uap, maka uap tersebut dapat dialirkan langsung ke turbin,
dan kemudian turbin akan mengubah energi panas bumi
menjadi energi gerak yang akan memutar generator sehingga

dihasilkan energi listrik.

Apabila fluida panas bumi keluar dari kepala sumur sebagai
campuran fluida dua fasa yaitu fasa uap dan fasa cair, maka
terlebih dahulu dilakukan proses pemisahan pada fluida. Hal ini
dimungkinkan dengan melewatkan fluida ke dalam separator,
sehingga fasa uap akan terpisahkan dari fasa cairnya. uap
yang dihasilkan dari separator inilah yang kemudian dialirkan

ke turbin.
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Apabila sumberdaya panas bumi mempunyai temperatur
sedang, fluida panas bumi masih dapat dimanfaatkan untuk
pembangkit listrik dengan menggunakan pembangkit listrik
siklus binari (binary plant). Dalam siklus pembangkit ini, fluida
sekunder ((isobutane, isopentane or ammonia) dipanasi oleh
fluida panas bumi melalui mesin penukar kalor atau heat
exchanger. Fluida sekunder menguap pada temperatur lebih
rendah dari temperatur titik didih air pada tekanan yang sama.
Fluida sekunder mengalir ke turbin dan setelah dimanfaatkan
dikondensasikan sebelum dipanaskan kembali oleh fluida
panas bumi. Siklus tertutup dimana fluida panas bumi tidak
diambil masanya, tetapi hanya panasnya saja yang diekstraksi
oleh fluida kedua, sementara fluida panas bumi diinjeksikan

kembali kedalam reservoir.

Masih ada beberapa sistem pembangkitan listrik dari fluida
panas bumi lainnya yang telah diterapkan di lapangan,
diantaranya: Single Flash Steam, Double Flash Steam, Multi
Flash Steam, Combined Cycle, Hybrid/Fossil-Geothermal

Conversion system.




w 1

‘4--"\r"¢ - \:3\
Pembangkit Listrik Panas Bumi

Pipa, header dan separato,
Uap

“‘ JLE = Re‘i;\jeTs'i

Ar pa, nas

-

Sumur Uap Panas Bumi

Production Well Injection Well

Sumber uap di Reservoir

Gambar 2. llustrasi sistem pembangkit listrik tenaga
panas bumi

2.3 Kegiatan Usaha Panas Bumi

Kegiatan usaha panas bumi adalah suatu kegiatan untuk
menemukan sumber daya panas bumi sampai dengan

pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tahapan kegiatan usaha panas bumi secara umum meliputi:

a. Survei Pendahuluan
adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan
penyajian data yang berhubungan dengan informasi
kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk
memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas

bumi serta wilayah kerja.
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Eksplorasi

adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan
geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan
pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk
memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi
bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan

perkiraan potensi panas bumi.

Studi Kelayakan

adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas
Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh
aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha
pemanfaatan panas bumi, termasuk penyelidikan atau

studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.

Eksploitasi

adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja
tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan
dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan

operasi produksi sumber daya panas bumi.

Pemanfaatan
Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah
kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi untuk

pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum




maupun untuk kepentingan sendiri.

Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha
pemanfaatan energi dan/atau fluida panas bumi untuk
keperluan nonlistrik, baik untuk kepentingan umum

maupun untuk kepentingan sendiri.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menganut sistem
standardisasi nasional yang dikenal sebagai Standar Nasional
Indonesia (SNI). SNI yang berkaitan dengan tahapan kegiatan
pengembangan panas bumi yaitu SNI 13-5012-1998 tentang
Klasifikasi Potensi Energi Panas Bumi di Indonesia. Menurut
SNI 13-5012-1998, tahapan penyelidikan dan pengembangan

panas bumi meliputi:

1. Penyelidikan Pendahuluan (Reconnaisance Survey)
. Penyelidikan Pendahuluan Lanjut

. Penyelidikan Rinci

. Pemboran Eksplorasi (Wildcat)

. Pra-Studi Kelayakan (Pre-Feasibility Study)

. Pemboran Delineasi

. Studi Kelayakan (Feasibility Study)

. Pemboran Pengembangan

© 00 N o 0 A W N

. Pemanfaatan Panas Bumi
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Merujuk kepada SNI 13-5012-1998, maka keluaran atau output
yang diharapkan dari masing-masing tahapan kegiatan tersebut

adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Keluaran (Output) Tahapan Penyelidikan dan
Pengembangan Panas Bumi Menurut SNI
13-5012-1998

Tahapan Kegiatan Keluaran (Output)

1. Peta geologi tinjau dan

Penyelidikan Pendahuluan g i
sebaran manifestasi.

(Reconnaisance Survey) 2. Temperatur fluida
dipermukaan.
3. Temperature bawah
permukaan (estimasi).
4. Potensi sumberdaya
spekulatif

1. Peta geologi lanjutan

2. a) Peta anomaly unsur
kimia
b) Tipe fluida
c) Sistem panas bumi

3. Peta geofisika

Peta hidrogeologi

5. Potensi sumber daya
hipotesis

1. a) Peta geologi rinci
b) Peta zona ubahan/
alterasi

c) Peta struktur geologi
d) Peta identifikasi bahaya

Penyelidikan Pendahuluan

Lanjut

>

Penyelidikan Rinci




geologi
2. a) Peta anomaly kimia
b) Model hidrologi
3. a) Peta anomali &

penampang tegak
pendugaan sifat fisis
batuan

b) Sifat fisis batuan &fluida
dari sumur landaian
suhu

4. Sumur landaian suhu
5. Model panas bumi tentatif
6. Rekomendasi lokasi titik
pemboran eksplorasi
7. Potensi “Cadangan
Terduga”
. 1. Sumur eksplorasi
bl SERUBEN 2. a) Model geologi bawah

(Wildcat) permukaan

b) Zona ubahan/ alterasi

sifat fisis dan kimia sumur

Model panas bumi tentatif

Potensi sumur eksplorasi

a) Potensi “Cadangan

Mungkin”

(Pre-Feasibility Study) b) Pemanfaatan langsung
dan tidak langsung

S ol

Pra-Studi Kelayakan

2. Rencana pengembangan
Pemboran Delineasi I Syt e .
2. Model panas bumi
3. Potensi sumur
4. Karakteristik reservoir
. L. 1. Potensi “Cadangan
Studi Kelayakan (Feasibility Terbukti”
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Study) 2. a)Rancangan sumur
produksi dan injeksi
b)Rancangan pemipaan
sumur produksi
c) Rancangan  sistem
pembangkit listrik
3. Layak atau tidak layak
dikembangkan
1. Sumur pengembangan
Kapasitas produksi
lapangan panas bumi

Pemboran Pengembangan

N

2.4 Fasilitas Lapangan Uap pada Pembangkit Listrik

Tenaga Panas Bumi

PLTP atau pembangkit listrik geothermal memiliki dua sistem
utama, yaitu: sistem di atas permukaan tanah (surface system)
dan sistem di bawah permukaan tanah (subsurface system).
Sistem di atas permukaan tanah dikenal sebagai Steamfield
Above Ground System (SAGS). Di sisi lain, sistem di bawah
permukaan tanah berhubungan dengan reservoir gethermal itu
sendiri. Reservoir ini menyuplai uap ke sistem di atas

permukaan tanah.

Fasilitas lapangan uap merupakan bagian dari Steamfield
Above Ground System (SAGS). Fasilitas ini terbentang mulai
dari kepala sumur produksi hingga ke rumah turbin dan

berakhir di sumur injeksi.




a. Sumur Produksi (Production Wells)

Sumur produksi merupakan fasilitas utama yang bertugas
mengalirkan uap dari reservoir menuju ke permukaan tanah.
Sumur produksi geothermal biasanya memiliki kedalaman
sekitar 2000 hingga 2500 meter di bawah permukaan tanah.
Sumur ini ada yang dibor dengan arah vertikal dan ada pula
yang dibor dengan arah dan belokan tertentu (directional well).
Sepanjang lubang sumur diselubungi oleh semacam pipa baja
khusus yang disebut casing. Casing ini direkatkan ke formasi
batuan di sampingnya dengan menggunakan semen khusus.
Untuk sumur berukuran besar (big hole), diameter dari
production casing biasanya 13-3/8 inch (baca: tiga belas tiga

per depalan inch).

Gambar 3. Sumur panas bumi
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b. Kepala Sumur (Wellhead)

Kepala sumur merupakan peralatan yang terdiri dari
serangkaian valve (katup) yang terletak tepat di atas
permukaan tanah dimana lubang sumur berada di bawahnya.
Rangkaian valve di kepala sumur terdiri dari: master valve,

wing valve, service valve, dan bleed valve.

g

service valve

Gambar 4. Kepala sumur pada sumur panas bumi

Master valve berfungsi untuk menutup atau membuka aliran
dari dalam lubang sumur. Wing valve terdiri dari 2 buah valve
dimana satu valve berfungsi untuk mengatur aliran menuju
turbin, sedangkan yang satunya lagi dikenal juga sebagai by
pass valve berfungsi untuk mengalihkan aliran ke silencer atau

rock muffler ketika diperlukan. Service valve berfungsi untuk




mengatur bukaan tempat masuknya peralatan logging pada
saat dilakukan uji sumur (well test). Bleed valve berfungsi untuk
melepaskan aliran dengan laju alir sangat kecil sewaktu master
valve dalam kondisi tertutup penuh. Dengan dibukanya bleed
valve maka terbentuknya akumulasi NCG (Non Condensible
Gas) di sekitar kepala sumur dapat dihindari. NCG menjadi

sangat berbahaya ketika terhirup oleh manusia.

Pada kondisi tertentu, aliran fluida menuju turbin harus
dihentikan untuk sementara waktu dan by pass valve mesti
diaktifkan untuk mengalihkan aliran yang ada. Jika aliran yang
sedang dialihkan ini disemburkan secara langsung ke udara
maka akan menimbulkan kebisingan yang luar biasa dan
mampu merusak pendengaran. Untuk meredam kebisingan
tersebut, maka digunakan silencer. Bentuk fisik dari silencer
adalah berupa tabung tinggi besar yang terbuka ke atas.
Karena gaya gravitasi, fraksi uap dari fluida akan menguap ke
bagian atas silencer sedangkan fraksi air akan jatuh ke bagian
dasar. Oleh karena itu, pada bagian dasar silencer terdapat
saluran untuk water outlet yang selanjutnya akan mengalirkan
fraksi air tersebut menuju kolam penampungan atau thermal

pond.

24 Buku Informasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Hutan Konservasi




irsamukhti.blogspot.com

Gambar 5. Silencer beserta thermal pond

Rock muffler adalah silencer khusus yang digunakan jika aliran
fluida yang sedang dialihkan berupa uap kering. Bentuk fisik
dari rock muffler yaitu berupa lubang yang diisi oleh susunan
pecahan-pecahan batuan yang beraneka ragam. Sebagai
contoh, lapangan Kamojang menggunakan rock muffler karena

fluida produksinya adalah uap kering.
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c. Wellpad

Wellpad merupakan area terbatas di atas permukaan tanah
sebagai tempat untuk meletakkan beberapa kepala sumur.
Biasanya satu wellpad terdiri 3 hingga 5 kepala sumur, namun

tidak tertutup kemungkinan untuk lebih dari itu.
‘ ———

irsamukhti.blogspot.com

Gambar 7. Wellpad
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d. Pipa Alir

Fungsi utama dari pipa alir adalah mengalirkan fluida (dua fasa)
dari kepala sumur menuju separator, mengalirkan uap kering
dari separator menuju turbin, mengalirkan air hasil pemisahan
(brine) dari separator menuju sumur injeksi, dan mengalirkan
condensate water menuju sumur injeksi. Sehingga, pipa alir
terdiri dari pipa alir dua fasa, pipa alir uap, pipa alir brine, dan
pipa alir kondensat. Ciri khas dari pipa alir uap adalah
diameternya yang lebih besar dibandingkan dengan pipa alir
lain karena volume spesifik dari uap yang jauh lebih besar

dibandingkan dengan volume spesifik dari air atau brine.

Gambar 8. Pipa air

Pipa alir umumnya diselubungi oleh insulator khusus. Tujuan

utama dari pemakaian insulator adalah meminimalisir

Buku Informasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Hutan Konservasi 27




kehilangan panas (heat losses) yang terjadi di sepanjang pipa
alir terutama pada pipa alir yang terbentang dari kepala sumur
hingga ke turbin. Tujuan lain dari pemakaian selubung insulator
ini adalah agar pipa tidak panas ketika tersentuh baik oleh

manusia maupun hewan sekitar.
e. Steam Receiving Header

Steam receiving header adalah stasiun pengumpul uap dari
beberapa sumur produksi sebelum uap tersebut dialirkan

menuju turbin.

Gambar 9. Steam Receiving Header
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f. Separator dan Demister

Separator adalah tempat untuk memisahkan uap dari air atau
tempat untuk memisahkan uap dari partikel padat dan mist.
Bentuk fisik dari separator dan gaya gravitasi yang bekerja
memungkinkan uap bergerak ke atas dan air beserta partikel
padat jatuh ke bawah. Dengan cara ini, maka uap akan
terpisahkan dari air dan partikel padat. Uap selanjutnya masuk
ke pipa alir uap dan air beserta partikel padat selanjutnya
masuk ke pipa alir brine.
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Gambar 11. Demister

Demister adalah peralatan yang berfungsi untuk menangkap
butiran-butiran air yang masih terkandung di dalam uap sesaat
sebelum uap tersebut memasuki turbin. Sehingga demister

biasanya dipasang tidak jauh dari turbin.
g. Condensate Traps

Condensate traps atau pembuang kondensat berfungsi untuk
membuang kondensat yang terbentuk di sepanjang pipa alir
uap. Condensate traps biasanya di pasang dengan interval

tertentu di sepanjang pipa alir uap tersebut. Dengan adanya
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condensate traps, diharapkan uap yang masuk ke turbin sudah

benar-benar kering.

Gambar 12. Condensate traps
h. Scrubber

Kadang di suatu lapangan tidak terdapat condensate traps di
sepanjang pipa alir uap. Peran condensate traps digantikan
oleh scrubber. Bentuk fisik dari scrubber menyerupai separator
dan di pasang dekat dengan turbin. Fungsi dari scrubber
adalah membuang kondensat yang terbentuk sebelum uap

memasuki turbin.




£i.bloc

Gambar 13. Scrubber

i. Turbin Generator

Pada PLTP, turbin akan mengkonversi energi termal dari uap
menjadi energi mekanis. Generator selanjutnya akan

mengubah energi mekanis ini menjadi energi listrik.

Generator memiliki dua komponen mekanis penting yaitu rotor
dan stator. Di bagian rotor terletak magnet permanen dan di
bagian stator terletak konduktor. Sepanjang terdapat gerak
relatif antara medan magnet dengan konduktor atau
sebaliknya, maka tegangan akan diinduksikan di dalam
konduktor. Oleh karena itu, agar tercipta beda tegangan di

antara ujung-ujung konduktor pada stator, maka rotor harus
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selalu bergerak sehingga terjadi perubahan fluks gaya magnet
yang memotong konduktor. Di sinilah peran dari turbin sebagai
penggerak utama (prime mover) bagi rotor. Jika rotor dua kutub
diputar oleh turbin dengan kecepatan rotasi 3000 putaran per
menit maka akan dihasilkan listrik dengan frekuensi 50 Hertz.
Frekuensi ini sesuai dengan sistem kelistrikan di Indonesia
yang digunakan oleh PLN. Negara lain, misalnya Amerika

Serikat, menggunakan listrik berfrekuensi 60 Hertz.

Gambar 14. Turbin Generator

j- Kondensor

Kondensor adalah alat yang berfungsi untuk menciptakan

kondisi vakum ketika uap keluar dari turbin. Besarnya daya
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listrik yang dihasilkan oleh PLTP sebanding dengan selisih
antara tekanan masuk turbin dan tekanan keluar turbin.
Sehingga jika kondisi keluar turbin dapat dipertahankan vakum
maka selisih tekanan tersebut akan maksimal dan daya listrik

yang dihasilkan bisa optimal.

Fluida yang telah keluar dari turbin selanjutnya akan memasuki
kondensor dengan fraksi uap sekitar 80%. Sebagai mana
diketahui, volume spesifik dari uap bisa beribu-ribu kali lebih
besar dibandingkan dengan air. Sebagai contoh, pada
temperatur 40 derajat Celcius, 1 kg air dapat ditampung dalam
wadah sebesar 1 liter, sementara 1 kg uap mesti ditampung
dalam wadah sebesar 19517 liter. Sehingga andaikan uap 1 kg
yang mengisi penuh ruang volume 19517 liter tersebut
dikondensasikan menjadi air, maka ruang volume yang besar
tersebut akan tiba-tiba kosong karena hanya akan terisi oleh 1
liter air saja, dengan kata lain hanya 0.005% saja dari ruang
volume tersebut yang berisi, sisanya kosong. Prinsip inilah
yang digunakan untuk menciptakan ruang vakum di dalam

kondensor.

Fluida dominasi uap yang memasuki kondesor akan
dikondensasikan sepenuhnya menjadi air sehingga tidak ada

ruang yang terisi oleh uap dan kondisi yang mendekati vakum
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dapat tercipta. Air kondensat selanjutnya dikeluarkan dari

kondensor dan dipompakan menuju menara pendingin untuk

diturunkan temperaturnya.

Gambar 15. Kondensor
k. Sistem Pembuang Gas (Gas Removal System/GRS)

Sistem pembuang gas atau dikenal sebagai gas removal
system | GRS berfungsi untuk membuang gas-gas yang tidak
bisa terkondensasi (non condensible gas /| NCG) keluar dari

kondensor. Adanya NCG di dalam kondensor akan
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menyebabkan kondisi vakum tidak tercapai dengan optimal.

Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja dari pembangkit.

Gambar 16. Gas Removal System
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l. Main Cooling Water Pump

Main cooling water pump adalah pompa yang bertugas untuk

memompakan air kondensat dari kondensor menuju ke menara

pendingin.

Gambar 17. Main Cooling Water Pump




m. Menara Pendingin (Cooling Tower)

Fungsi dari menara pendingin adalah menurunkan temperatur
air kondensat yang keluar dari kondensor. Air kondensat yang
telah diturunkan temperaturnya ini sebagian akan dikembalikan
ke kondensor untuk mengkondensasikan fluida berikutnya dan
sebagian lagi akan dialirkan ke sumur injeksi untuk

dikembalikan ke dalam perut bumi.

Menara pendingin terdiri dari dua jenis, yaitu: mechanical draft
cooling tower dan natural draught cooling tower. Pada
mechanical draft cooling tower, air panas dari kondensor
disemprotkan pada struktur kayu berlapis yang disebut fill.
Udara dilewatkan pada bagian bawah fill dan air jatuh dari
bagian atas fill. Ketika air mengalir melewati rangkaian fill
tersebut, maka perpindahan panas akan terjadi dari air ke
udara. Ciri khas dari menara pendingin jenis ini adalah
terdapatnya kipas angin (fan) di bagian atas menara yang
kecepatannya dapat diatur sesuai dengan kondisi udara luar
dan beban dari turbin. Fungsi dari fan ini adalah mengatur

aliran udara pendingin.

Natural draught cooling tower adalah menara pendingin yang
bekerja dengan prinsip hampir sama dengan mechanical draft

cooling tower, hanya saja aliran udara pendingin pada natural
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draught cooling tower tidak berasal dari fan. Aliran udara
pendingin pada menara pendingin jenis ini terjadi sebagai
akibat dari bentuk fisik menara yang berbentuk corong tinggi

terbuka ke atas. Saat ini mechanical draft cooling tower lebih

umum digunakan dibandingkan natural draught cooling tower.

i 7l
/« irsamukhti.blogspot.com ‘ ‘

Gambar 18. Menara pendingin
n. Sumur Injeksi (/njection Wells)

Sumur injeksi adalah sumur yang digunakan untuk mengalirkan
air hasil pemisahan dan air kondensat kembali ke dalam perut
bumi. Sumur ini biasanya diletakkan pada topografi yang relatif
lebih rendah sehingga tidak diperlukan pompa untuk

mengalirkan fluida tersebut menuju ke wellpad sumur injeksi




Gambar 19. Sumur Injeksi
o. Switchyard

Switchyard adalah bagian dari gardu induk terbuka yang
dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan peralatan listrik
berupa saklar-saklar pengaman, arrester, dan pemutus

tegangan tinggi.

Bagian-bagian dari switchyard yaitu: Current Transformer (CT),
Potential Transformer (PT), Lightning Arrester (LA), Circuit
Breaker (CB), Disconnecting Switch (DS), Earthing Switch
(ES), Busbar, Local Control Panel.
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2.5 Keunggulan dan Faktor Penghambat Pengembangan

Panas Bumi

Sumber daya panas bumi memiliki keunggulan dibandingkan
sumber daya energi fosil yang membuat sumber daya panas
bumi layak untuk dikembangkan secara signifikan. Keunggulan

tersebut antara lain:

a. Sumber daya panas bumi merupakan energi yang bersih
dan ramah lingkungan. Emisi gas CO2 yang dihasilkannya

jauh lebih kecil dibandingkan dengan sumber energi fosil,
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sehingga pengembangannya tidak merusak lingkungan,
bahkan bila dikembangkan akan menurunkan laju
peningkatan efek rumah kaca. Selain itu, pengembangan
panas bumi dapat menjaga kelestarian hutan karena untuk
menjaga keseimbangan sistem panas bumi diperlukan
perlindungan hutan yang berfungsi sebagai daerah

resapan.

b. Sumber daya panas bumi dapat dimanfaatkan secara
berkelanjutan, atau cenderung tidak akan habis, selama
keseimbangan sistem panas bumi di dalam bumi terjaga
secara baik. Kehandalan pasokan (security of supply)
tenaga listrik panas bumi terbukti dapat dipertahankan
dalam jangka panjang (bisa lebih dari 30 tahun). Pada
umumnya capacity factor pembangkit tenaga listrik yang
ada di Indonesia bisa mencapai 90% per tahun, sehingga
dapat dijadikan sebagai beban dasar dalam sistem
ketenagalistrikan. Sebagai perbandingan, tahun ini PLN
membutuhkan batubara 50 juta ton untuk semua
pembangkit listriknya. Hingga bulan Maret 2011, pasokan
batu bara baru tersedia sebanyak 7,2 juta ton untuk proyek
percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap 10
ribu MW.
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c. Pengangkutan sumber daya panas bumi tidak terpengaruh
oleh risiko transportasi karena tidak menggunakan mobile
transportation tetapi hanya menggunakan jaringan pipa

dalam jangkauan yang pendek.

d. Harga listrik panas bumi akan kompetitif dalam jangka
panjang karena ditetapkan berdasarkan suatu keputusan
investasi, sehingga harganya dapat ditetapkan “flat” dalam

jangka panjang.

e. Produktivitas sumber daya panas bumi relatif tidak
terpengaruh oleh perubahan iklim tahunan sebagaimana
yang dialami oleh sumber daya air yang digunakan oleh
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Meskipun sumber daya panas bumi memiliki beberapa
keunggulan, namun pengembangannya masih mengalami
banyak hambatan. Faktor penghambat investasi tersebut

adalah:

a. Tidak tersedianya infrastruktur, terutama jalan di sekitar
lokasi pengembangan panas bumi. Kondisi ini akan menyita
waktu yang lama karena sebelum pembangunan proyek
dimulai harus menunggu proses pembebasan lahan dan

pembangunan infrastruktur.




b. Meskipun Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral No. 32 Tahun 2009 telah menetapkan harga
patokan listrik panas bumi dapat mencapai US$ cents 9,70
per kWh, PLN sebagai pembeli tunggal (monopsoni) tidak
tertarik untuk membeli listrik panas bumi (geothermal based
energy) dengan alasan harganya lebih mahal dari biaya

pokok produksi (BPP) listrik batubara (coal based energy).

c. Sebelum memulai investasi, berbagai macam perizinan
yang harus ditempuh, proses pembebasan lahan yang
berliku, dan banyaknya peraturan daerah yang sering

menghambat investasi menjadi hal yang menjadi kendala.

2.6 Komponen Biaya Pengembangan Lapangan Uap
(Steam Field) dan Biaya Pembangkit Listrik

Karakteristik panas bumi, yaitu :

a. Lokasinya spesifik, yaitu pada umumnya berada pada
daerah yang ada gunungnya atau pada wilayah yang
bergunung (site specific);

b. Dapat menghasilkan listrik 7 — 8 tahun yang akan datang
sehingga perlu investor yang kuat (non quick yielding) dan

memiliki resiko biaya sangat tinggi;
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Ramah lingkungan dan tidak ada pencemaran. Bahkan
dapat dijadikan sbg obyek wisata. (renewable and eco-
friendly);

Dikembangkan untuk energi setempat dan tidak diijinkan
untuk diekspor;

Listrik yang dihasilkan hanya boleh di beli oleh PLN (single
buyer), dengan harga listrik yang ditetapkan oleh
pemerintah;

Kontrak investasi untuk jangka panjang.

Pengembangan panas bumi membutuhkan dana investasi
yang cukup besar dan berisiko finansial yang tinggi,
khususnya untuk biaya pengembangan lapangan uap

(Steam Field) dan biaya pembangkit listrik.

a. Biaya Pengembangan Lapangan Uap (steam field)

Biaya pengembangan lapangan uap terdiri atas:

a.

Biaya survey eksplorasi;

Biaya pemboran sumur (sumur eskplorasi,
pengembangan, injeksi, make up);

Biaya lahan, jalan, persiapan lahan dan lain - lain;

Biaya fasilitas produksi;

Biaya sarana pendukung;




f.  Biaya operasi dan perawatan.

b. Biaya Survey Eksplorasi

Biaya survey eksplorasi terdiri atas biaya survei pendahuluan
dan biaya survey rinci (fase pra- kelayakan). Biaya survei
pendahuluan adalah biaya yang dikeluarkan untuk survei
geoscientifik awal yang terdiri dari survei geologi dan geokimia
pada daerah-daerah panas bumi yang paling potensial atau di
sekitar manifestasi panas permukaan. Berdasarkan hasil survei
ini dapat ditentukan apakah pada daerah prospek yang diteliti
ter sebut cukup layak untuk dilakukan survei lebih lanjut atau
tidak. Biaya survey rinci (G & G survey) adalah biaya yang
dikeluarkan untuk survei geologi, geokimia dan geofisika dan
pemboran dangkal yang dilakukan untuk untuk mencari
gambaran daerah prospek panas bumi yang mencakup luas
daerah potensial, kedalaman reservoir, perkiraan karakteristik
fluida dan potensi cadangan panas buminya serta untuk
mencari lokasi dan target pemboran eksplorasinya. Komponen
biaya survey eksplorasi secara lebih rinci adalah sebagai
berikut: Biaya lain yang merupakan komponen biaya survey
eksplorasi adalah biaya untuk core hole, study mengenai

resource, lingkungan dan reservoir.
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c. Biaya Pemboran Sumur

Biaya pemboran sumur terdiri atas biaya untuk sewa rig,
ongkos pengangkutan alat pemboran ke lokasi serta
pemasangannya, biaya casing, bit, lumpur, semen bahan kimia,
fasilitas kepala sumur, pengangkutan casing dari pabrik ke

tempat penyediaan dan biaya analisa core.

Faktor - faktor yang mempengaruhi biaya pemboran antara lain
adalah jenis sumur (tegak atau miring), lokasi sumur,
kedalaman sumur, teknologi pemboran yang digunakan,

diamter pipa selubung,

Sumur eksplorasi pada umumnya lebih mahal dari sumur

pengembangan yang disebabkan oleh :

a. Pemboran sumur eksplorasi memerlukan data yang paling

lengkap dan seteliti mungkin dikarenakan ketidak pastian
yang tinggi.
b. Kebutuhan untuk meneliti kondisi reservoir semaksimal

mungkin dengan pemboran sedalam mungkin.

c. Didalam pemboran sumur eksplorasi, pengukuran, logging
dan coring dilakukan lebih sering dibandingkan dengan

pemboran pengembangan.




d. Hal-hal lain yang sering menyebabkan keterlambatan
penyelesaian pemboran menyangkut hilang sirkulasi pada
kedalaman dangkal, terjepitnya rangkaian pemboran

karena runtuhnya formasi.

Berdasarkan informasi dari Asosiasi Panas Bumi Indonesia
(API) tahun 2015, biaya pemboran sumur berkisar antara $ 8-
60 Juta.

d. Biaya Lahan, Persiapan Lahan dan Jalan

Yang termasuk kedalam kelompok biaya ini adalah biaya
pembelian dan pembebasan lahan, penyiapan jalan masuk ke

lokasi (road), dan perataan lahan (excavation).
e. Biaya Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi yang diperlukan untuk mengoperasikan
lapangan uap panas bumi terdiri dari  separator, pemipaan,

silencer, scrubber, valve, instrumentasi dan gauge.

Separator hanya diperlukan untuk lapangan dengan sistim
dominasi air. Pemakaian separator dapat dilakukan dengan
dua cara; cara pertama yaitu dengan menempatkan separator
pada setiap sumur atau dengan cara kedua yaitu dengan
pemusatan separator yang letaknya tidak terlalu jauh dari lokasi

pembangkit listriknya. Cara pertama mempunyai keuntungan
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berupa pengurangan resiko dalam mentransportasikan fluida
dua fasa terutama pada topografi kasar serta mengurangi

biaya penggunaan lahan dan pipa air.

Biaya yang diperlukan sangat bervariasi, dengan komponen
terbesar tergantung kepada panjang, jenis dan diameter pipa
serta jumlah separator yang diperlukan. Hal tersebut

dipengaruhi oleh besarnya kapasitas pembangkit.
f. Biaya Operasi dan Pemeliharaan

Biaya operasi dan pemeliharaan pada proyek panas bumi
dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya operasi dan
pemeliharaan lapangan uap dan pembangkit listrik. Biaya
operasi dan pemeliharaan lapangan uap mencakup biaya untuk
monitoring, pemeliharaan, operasi lapangan, gaji management
dan pekerja, transportasi dan lain-lain. Biaya ini dikeluarkan
untuk mempertahankan efektifitas dan efisiensi management

dan operasi lapangan.
g. Biaya Sarana Penunjang

Biaya lain yang termasuk dalam biaya pengembangan
lapangan uap adalah biaya untuk pembangunan fasilitas
penunjang terdiri dari biaya pembangunan perkantoran,

laboratorium, perumahan management dan karyawan, fasilitas




umum, gudang, kafetaria, sarana ibadah, fasilitas peamadam
kebakaran, fasilitas air bersih, bengkel, fasilitas kesehatan dan
lain-lain. Besarnya biaya fasilitas penunjang sangat tergantung
dari besar kecilnya kapasitas listrik proyek yang dibangun atau
secara langsung terkait dengan jumlah tenaga kerja yang

dibutuhkannya.
h. Biaya Pembangkit Listrik

Biaya pembangkit listrik adalah biaya penyiapan jalan masuk
ke lokasi PLTP (road), pembebasan dan perataan lahan (land
cost and axcavation), perencanaan rinci (detailed engineering),
fasilitas pembangkit listrik (plant facilities), perakitan dan
pemasangan peralatan PLTP (construction and installation) dan
pekerjaan pembangunan gedung PLTP, perkantoran,

laboratorium, fasilitas umum dan lain - lain (civil work).

Biaya operasi dan pemeliharaan untuk pembangkit listrik pada
dasarnya adalah biaya untuk mempertahankan pembangkit
listrik berjalan dengan efisiensi tetap maksimal. Pada
umumnya, sekali dalam setahun turbin panas bumi harus

mengalami overhaul agar berjalan optimum.

Biaya untuk pembangunan fasilitas penunjang terdiri dari biaya
pembangunan gedung PLTP, perkantoran, perumahan

management dan karyawan, fasilitas umum, gudang, kafetaria,
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sarana ibadah, fasilitas peamadam kebakaran, fasilitas air
bersih, bengkel, fasilitas kesehatan dan lain-lain. Besarnya
biaya fasilitas penunjang sangat tergantung dari besar kecilnya
kapasitas listrik proyek yang dibangun atau secara langsung
terkait dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkannya.

2.7 Garis Besar Penilaian Kelayakan Pengembangan
Lapangan Panas Bumi

Secara garis besar kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelayakan pengembangan lapangan panas bumi adalah

sebagai berikut:

a. Pengkajian sistim panas bumi (geothermal resource
assesment). Pengkajian sistem panasbumi merupakan
kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam menilai
kelayakan pengembangan suatu lapangan. Jenis -jenis data
yang dikaji tergantung dari kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan di daerah panas bumi tersebut. Tujuan utama
dari pengkajian data adalah untuk memperkirakan, jenis
reservoir beserta kedalaman, ketebalan dan luasnya, serta
perkiraan tentang tekanan dan temperatur, jenis dan sifat
batuan, jenis fluida reservoir. Berdasarkan data-data yang
telah diperoleh kemudian dibuat model konseptual dari

sistim panas bumi yang sedang dikaji. Gambaran




mengenai sistim panas bumi di suatu daerah biasanya
dibuat dengan memperlihatkan sedikitnya lima komponen,
yaitu sumber panas, reservoir dan temperaturnya, sumber
air, serta manifestasi panas bumi permukaan yang terdapat
di daerah tersebut. Komponen-komponen lain yang sering
diperlihatkan dalam model adalah penyebaran batuan, jenis
dan arah aliran air di bawah permukaan. Model sistem
panas bumi atau biasa disebut “conceptual model’ dibuat
berdasarkan hasil evaluasi data geologi, hidrologi,

geofisika, geokimia dan data sumur.

b. Menghitung besarnya sumberdaya, cadangan dan potensi
listrik.

c. Mengkaiji apakah suatu sumberdaya panas bumi dimaksud
tepat untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.
Apabila energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk
pembangkit listrik maka langkah selanjutnya adalah
menentukan rencana pengembangan PLTP. Rencana
pengembangan meliputi menentukan kapasitas PLTP yang
akan dibangun, jumlah turbin serta kapasitas

masing-masing turbin serta menentukan alternatif

pengembangan lapangan.
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Menentukan rencana pengembangan lapangan (steam
field development) meliputi penentuan jumlah sumur
produksi, injeksi dan sumur cadangan (make up well).
Kemungkinan keberhasilan pemboran pengembangan
dapat diperkirakan berdasarkan data jumlah sumur yang
berhasil dan jumlah sumur yang gagal di prospek yang
telah dilakukan pemboran eksplorasi sumur dalam

(probabilitas keberhasilan pemboran eksplorasi).

Melakukan simulasi reservoir untuk memperkirakan kinerja
reservoir. Simulasi atau pemodelan reservoir merupakan
kegiatan yang penting dilakukan dalam penilaian
kelayakan pengembangan suatu lapangan karena hasil
pemodelan  biasanya digunakan sebagai dasar
pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam
menetapkan strategi pengembangan lapangan. Dari model
reservoir yang dibuat dapat diperoleh gambaran mengenai
kondisi di bawah permukaan yang meliputi distribusi
sebaran permeabilitas, tekanan, temperatur, konduktivitas.
Hasil simulasi juga dapat memberikan perkiraan tentang
energi panas yang terkandung di dalamnya sebelum
reservoir diproduksikan. Pemodelan tahap lanjutan
dilakukan untuk meniru kinerja reservoir untuk berbagai

skenario pengembangan lapangan.




2.8

Menentukan biaya pengusahaan panas bumi, meliputi
biaya sumur eksplorasi, biaya sumur pengembangan,
biaya fasilitas produksi, biaya PLTP, biaya operasi dan

perawatan.

Menentukan jadwal pelaksanan pekerjaan.
Menentukan penyebaran investasi.

Menentukan parameter-parameter ekonomi (cash flow,
ROR, NPV, EMV dIl.)

Untuk masing-masing kasus (alternatif) dibuat analisa
yang sama dan kemudian diperbandingkan satu sama lain.

Resiko Eksplorasi, Eksploitasi dan Pengembangan

Lapangan Panas Bumi

Proyek panas bumi memiliki resiko yang tinggi dan memerlukan

dana yang besar, oleh karena itu sebelum suatu lapangan

panas bumi dikembangkan perlu dilakukan pengkajian yang

hati-

hati untuk menilai apakah sumber daya panas bumi yang

terdapat di daerah tersebut menarik untuk diproduksikan.

Penilaian kelayakan meliputi beberapa aspek, yang utama

adalah: aspek teknis, pasar dan pemasaran, finansial, legal

serta sosial ekonomi.

Dari segi aspek teknis, hal-hal yang harus dipertimbangkan

adalah:
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Sumberdaya mempunyai kandungan panas atau cadangan
yang besar sehingga mampu memproduksikan uap untuk

jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 25-30 tahun.

Reservoimya tidak terlalu dalam, biasanya tidak lebih dari
3 km.

Sumber daya panas bumi terdapat di daerah yang relatif

tidak sulit dicapai.

Sumber daya panas bumi memproduksikan fluida yang
mempunyai pH hampir netral agar laju korosinya relatif
rendah, sehingga fasilitas produksi tidak cepat terkorosi.
Selain itu hendaknya kecenderungan fluida membentuk

scale relatif rendah.

Sumber daya panas bumi terletak di daerah dengan
kemungkinan terjadinya erupsi hidrothermal relatif rendah.
Diproduksikannya fluida panas bumi dapat meningkatkan

kemungkinan terjadinya erupsi hidrotermal.

Hasil kajian dampak lingkungan. Tahapan kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi pengembangan panas bumi
dapat menimbulkan potensi dampak lingkungan bagi

kawasan serta flora fauna didalamnya, yaitu:




1) Tahap pembangunan jalan dan drilling pad
= Pembukaan jalan akses di kawasan;
» Terjadinya fragmentasi ekosistem;

= Timbul kebisingan dan getaran yang dapat
mempengaruhi fauna;

= Perubahan kontur lahan;
= Potensi hilangnya keanekaragaman hayati;
» Terganggunya pola pergerakan fauna.
2) Mobilisasi dan demobilisasi peralatan serta material

= Timbul kebisingan dan getaran yang dapat
mempengaruhi fauna;

= Potensi peningkatan debu;
» Terganggunya pola pergerakan fauna.

3) Aktivitas pemboran sumur (eksplorasi dan produksi)
= Potensi pencemaran air tanah dan permukaan,;

= Timbul kebisingan dan getaran yang dapat
mempengaruhi fauna;

* Potensi pelepasan gas H,S (Hidrogen Sulfida) yang
beracun dan mudah terbakar;

= Potensi hilangnya keanekaragaman hayati;

» Potensi terjadinya timbulan limbah cair dan limbah
B3.

4) Pembangunan jaringan pipa
» Terbukanya areal sepanjang jalur pipa;

= Potensi hilangnya keanekaragaman hayati;
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» Terganggunya pola pergerakan fauna.

5) Pembangunan fasilitas (pembangkit dan
pendukung)
= Perubahan kontur lahan;
= Potensi hilangnya keanekaragaman hayati;
» Terganggunya pola pergerakan fauna.

6) Pembangunan jaringan transmisi listrik
» Terbukanya lahan untuk tapak tower;
= Perubahan kontur lahan;
= Potensi hilangnya keanekaragaman hayati;
» Terganggunya pola pergerakan fauna.

7) Operasional dan pemeliharaan fasilitas
= Potensi hilangnya keanekaragaman hayati;
» Terganggunya pola pergerakan fauna.

= Meningkatnya kebutuhan air;

sarana

= Potensi terjadinya timbulan limbah cair dan limbah

B3.

Upaya untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan

atau ekosistem kawasan konservasi agar diakomodir dalam

dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/

Izin Lingkungan.




Dari aspek pasar dan pemasaran, hal-hal yang harus

dipertimbangkan  adalah  kebutuhan  konsumen  dan

ketersediaan jaringan distribusi.

Dari aspek finansial, perlu dilakukan pengkajian terhadap dana
yang diperlukan, sumber dana, proyeksi arus kas, indikator
ekonomi, seperti NPV, IRR, PI dll, serta perlu juga

dipertimbangkan pengaruh perubahan ekonomi makro.

Dari aspek sosial ekonomi, perlu dipertimbangkan pengaruh
proyek terhadap penerimaan negara, kontribusi proyek
terhadap penerimaan pajak, jasa-jasa umum yang dapat
dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan kontribusi proyek
terhadap kesempatan kerja, alih teknologi dan pemberdayaan

usaha kecil

Menurut Sanyal dan Koenig (1995), ada beberapa resiko dalam

pengusahaan panas bumi, yaitu:

a. Resiko yang berkaitan dengan sumberdaya (resource risk),

yaitu resiko yang berkaitan dengan:

= Kemungkinan tidak ditemukannya sumber energi panas
bumi di daerah yang sedang dieksplorasi (resiko

eksplorasi).
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Kemungkinan besarnya cadangan dan potensi listrik di
daerah tersebut lebih kecil dari yang diperkirakan atau

tidak bernilai komersial (resiko eksplorasi).

Kemungkinan jumlah sumur eksplorasi yang berhasil

lebih sedikit dari yang diharapkan (resiko eksplorasi).

Kemungkinan potensi sumur (well output), baik sumur
eksplorasi lebih kecil dari yang diperkirakan semula

(resiko eksplorasi).

Kemungkinan jumlah sumur pengembangan yang
berhasil lebih sedikit dari yang diharapkan (resiko

pengembangan).

Kemungkinan potensi sumur (well output) sumur
pengembangan lebih kecil dari yang diperkirakan

semula (resiko pengembangan).

Kemungkinan  biaya eksplorasi, pengembangan
lapangan dan pembangunan PLTP lebih mahal dari

yang diperkirakan semula.

Kemungkinan terjadinya problem-problem teknis,

seperti korosi dan scaling (resiko teknologi) dan

problem - problem lingkungan.




b. Resiko yang berkaitan dengan kemungkinan penurunan
laju produksi atau penurunan temperatur lebih cepat dari

yang diperkirakan semula (resource degradation).

c. Resiko yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan

pasar dan harga (market access dan price risk).
d. Resiko pembangunan (construction risk).

e. Resiko yang berkaitan dengan perubahan manajemen

(Management risk).

f. Resiko yang menyangkut perubahan aspek legal dan
kemungkinan perubahan kebijaksanaan pemerintah (legal

& regulatory risk).

g. Resiko yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan

bunga bank dan laju inflasi (Interest & inflation risk).
h. Force Majeure.

Resiko pertama dalam suatu proyek panas bumi (dihadapi
pada waktu eksplorasi dan awal pemboran sumur eksplorasi)
adalah resiko yang berkaitan dengan kemungkinan tidak
ditemukannya sumber energi panas bumi di daerah yang
sedang dieksplorasi atau sumber energi yang ditemukan tidak
bernilai komersial. Lembaga Keuangan tidak akan memberikan

pinjaman dana untuk pengembangan lapangan sebelum hasil
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pemboran dan pengujian sumur membuktikan bahwa di daerah
tersebut terdapat sumber energi panas bumi yang mempunyai

potensi yang cukup menarik dari segi ekonomi.

Resiko masih tetap ada meskipun hasil pemboran eksplorasi
telah membuktikan bahwa di daerah tersebut terdapat sumber
energi panas bumi. Hal ini disebabkan karena masih adanya
ketidakpastian mengenai besarnya cadangan (recoverable
reserve), potensi listrik dan kemampuan produksi (well output)
dari sumur-sumur yang akan dibor di masa yang akan datang.
Ketidakpastian mengenai hal tersebut dapat menyebabkan
Lembaga Keuangan tidak tertarik untuk membiayai proyek
yang ditawarkan sampai sejumlah sumur yang telah dibor di
daerah tersebut berhasil memproduksikan fluida panas bumi
dan menunjukkan cadangan/potensi listrik di daerah tersebut
cukup untuk menunjang proyek yang dimaksud. Apabila
didekat daerah tersebut terdapat lapangan panas bumi yang
telah berhasil dikembangkan/diusahakan, biasanya kepastian
mengenai adanya cadangan yang memadai cukup ditunjukkan
oleh adanya satu atau dua sumur yang berhasil
memproduksikan fluida panas bumi.

Tetapi apabila belum ada lapangan panas bumi yang telah
berhasil dikembangkan didekat daerah tersebut, setidaknya

harus sudah terbukti bahwa sumur mampu menghasilkan fluida




produksi sebesar 10- 30% dari total fluida produksi yang
dibutuhkan oleh PLTP. Selain itu bank juga membutuhkan bukti
bahwa penginjeksikan kembali fluida kedalam reservoir
(setelah energinya digunakan untuk membangkitkan listrik)
tidak menimbulkan permasalahan, baik permasalahan teknis
(operasional) maupun permasalah lingkungan.

Meskipun besar cadangan/potensi listrik, kemampuan produksi
sumur dan kapasitas injeksi telah diketahui dengan lebih pasti,
tetapi resiko masih tetap ada karena masih ada ketidakpastian
mengenai besarnya biaya yang diperlukan dari tahun ke tahun
untuk menunjang kegiatan operasional dan menjaga jumlah
pasok uap ke PLTP. Ketidakpastian ini timbul karena
heterogenitas dari sifat batuan reservoir. Hal ini dapat
menimbulkan  kekhawatiran terhadap Iembaga yang
meminjamkan dana karena pengembalian dana yang
dipinjamkan tidak sesuai dengan keuntungan yang

diproyeksikan.

Resiko yang berkaitan dengan permasalahan teknis seperti
terjadinya korosi didalam sumur dan didalam pipa akan
mengakibatkan berkurangnya keuntungan dan mungkin juga
dapat menyebabkan ditolaknya usulan perluasan lapangan

untuk meningkatkan kapasitas PLTP.
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Resiko lain yang berkaitan dengan sumberdaya adalah
kemungkinan penurunan laju dan temperatur fluida produksi
(enthalpy), kenaikan tekanan injeksi, perubahan kandungan
kimia fluida terhadap waktu, yang mengakibatkan
berkurangnya keuntungan atau bahkan hilangnya keuntungan
bila penurunan produksi terlalu cepat. Penurunan Kkinerja
reservoir terhadap waktu sebenarnya dapat diramalkan dengan
cara simulasi reservoir. Hasil peramalan kinerja reservoir dapat
dipercaya apabila model dikalibrasi dengan menggunakan data
produksi yang cukup lama, tapi jika model hanya dikalibrasi
dengan data produksi yang relatif singkat maka hasil
peramalan Kkinerja reservoir masih mengandung tingkat

ketidakpastian yang tinggi.

Di beberapa proyek masalah-masalah manajemen dan
operasional yang tak terduga ada yang tidak terpecahkan atau
dapat dipecahkan dengan biaya tinggi. Resiko yang
disebabkan oleh hal tersebut relatif Ilebih sulit dinilai
dibandingkan dengan resiko lain, termasuk didalamnya
permasalahan- permasalahan yang timbul akibat kelalaian
manusia dan kekurangcakapan sumber daya manusia dan

managemen.




Upaya yang umum dilakukan untuk mengurangi resiko yang

berkaitan dengan sumberdaya adalah:

a.

Melakukan kegiatan eksplorasi rinci sebelum rencana

pengembangan lapangan dibuat.
Menentukan kriteria keuntungan yang jelas.

Memilih proyek dengan lebih hati-hati, dengan cara

melihat pengalaman pengembang sebelumnya, baik

secara teknis maupun secara manajerial.

Mengkaji rencana pengembangan secara hati-hati

sebelum menandatangani perjanjian pendanaan.

Memeriksa rencana pengembangan dan menguiji rencana

operasi berdasarkan skenario yang terjelek.

Mentaati peraturan yang berkaitan dengan permasalahan

lingkungan.

Merancang dan menerapkan program sesuai dengan
tujuan dan berdasarkan jadwal waktu pelaksanaan

kegiatan yang telah ditetapkan.

Melaksanakan simulasi (pemodelan) untuk meramalkan
kinerja reservoir dan sumur untuk berbagai skenario

pengembangan lapangan.
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i. Mengadakan pertemuan secara teratur untuk
mengevaluasi pelaksanaan program untuk mengetahui
apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana

atau tidak.
2.9 Kemandirian di Bidang Panas Bumi

Untuk energi panas bumi, dalam "Road Map Pengelolaan
Energi  Nasional’”, Pemerintah  menetapkan rencana
peningkatan pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia
secara bertahap, dari 807 MWe pada tahun 2005 hingga 9500
MWe pada tahun 2025, yaitu 5% dari bauran energi tahun 2025
atau setara 167,5 juta barrel minyak. Dilihat dari sisi potensi,
Indonesia diperkirakan mempunyai sumberdaya panas bumi
dengan potensi listrik sebesar 27.510 MWe, sekitar 30-40%
potensi panas bumi dunia, dengan potensi cadangan 14.172
MWe, terdiri dari cadangan terbukti 2.287 MWe, cadangan
mungkin 1.050 MWe dan cadangan terduga 10.835 MWe.

Pengembangan panas bumi hingga saat ini didominasi oleh
perusahaan nasional, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy
(PT PGE). Pada saat ini PT PGE merupakan perusahaan
panas bumi yang memiliki hak pengelolaan Wilayah Kerja
Pertambangan (WKP) Panas Bumi paling banyak di Indonesia.
Sebagian WKP dikerjasamakan oleh PT PGE dengan mitra




asing. Disamping oleh PT PGE, ada beberapa WKP Panas
Bumi yang hak pengelolaannya ada pada PT PLN.
Peningkatan produksi dan capacity building melalui
peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguasaan
teknologi harus terus dilakukan agar kemandirian di bidang
panas bumi dapat diwujudkan. Untuk mencapai target 2025
masih banyak WKP lain yang akan dilelang karena hasil
eksplorasi pendahuluan mengindikasikan adanya 255
geothermal area di Indonesia yang sangat potensial untuk

pembangkit listrik.

Mengingat potensi panas bumi dunia yang terbesar terdapat di
Indonesia dan sifat sistem panas bumi yang sangat site
spesifik, sudah semestinya pengembangan lapangan panas
bumi Indonesia dikembangkan oleh perusahaan nasional
dengan menggunakan tenaga ahli Indonesia yang diakui
kepakarannya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di dunia

Internasional.
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BAB 3. KEBIJAKAN PEMANFAATAN JASA
LINGKUNGAN PANAS BUMI DI HUTAN KONSERVASI

Permasalahan energi telah menjadi perhatian pemerintah
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengatasi
potensi ancaman Kkrisis energi listrik, arah kebijakan energi
nasional salah satunya adalah mengembangkan pemanfaatan
energi baru terbarukan (dalam hal ini adalah pemanfaatan
energi panas bumi) di kawasan hutan, khususnya di hutan

konservasi.

Hutan konservasi merupakan kawasan tertentu yang
mempunyai fungsi pokok perlindungan, pengawetan, dan
pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Oleh karena itu diperlukan persamaan persepsi semua pihak
terkait dalam perumusan regulasi terkait pemanfaatan energi
panas bumi di hutan konservasi. Menurut Undang-Undang
nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, izin untuk
pemanfaatan panas bumi baik langsung maupun tidak
langsung adalah Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi.
Sementara itu dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, tidak memberi peluang terhadap penambangan

di hutan konservasi.




Sejalan dengan itu, Menteri ESDM dan Menteri Kehutanan
menandatangani Nota Kesepahaman No.
7662/05/MEM.S/2011 dan No. NK.16/Menhut-I1/2011 tentang
Percepatan Perijinan Pengusahaan Panas Bumi pada
Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung, dan
Kawasan Hutan Konservasi. Nota kesepahaman itu untuk
mempercepat proses perijinan pengusahaan panas bumi di
kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, serta
menyiapkan langkah-langkah agar kegiatan pemanfaatan
panas bumi dapat dilakukan di kawasan hutan konservasi

dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.
3.1 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2014

Undang-Undang nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi
sebagai sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2003 tentang Panas Bumi telah diundangkan pada tanggal 17
September 2014 yang merupakan terobosan besar yang

dilakukan Pemerintah bagi dunia usaha panas bumi.

Hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan Undang-Undang
nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, yaitu 1) bahwa
Indonesia mempunyai potensi panas bumi yang besar, yang
lokasinya tersebar sepanjang jalur gunung api aktif (ring of fire)

mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi
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Utara, dan Maluku; 2) Panas bumi merupakan sumber energi
terbarukan yang apabila dikembangkan sebagai energi listrik,
selain sebagai sumber energi yang ramah lingkungan, juga
dimanfaatkan secara berkelanjutan; 3) Masih belum optimalnya
pengembangan panas bumi di Indonesia pasca lahirnya
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003; Hal ini ditunjukkan
dengan belum adanya pengembang panas bumi/pemegang
IUP pasca Undang-Undang ini yang telah berproduksi; 4)
Potensi panas bumi banyak ditemukan di wilayah hutan lindung
dan hutan konservasi; 5) Dalam UU Nomor 27 Tahun 2003
disebutkan bahwa panas bumi merupakan Kkegiatan
penambangan/pertambangan sehingga potensi panas bumi di
wilayah hutan konservasi tidak dapat dimanfaatkan secara
optimal; dan 6) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya
dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan
kawasan hutan lindung sehingga membatasi pengembangan

usaha panas bumi.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi ini
disusun dalam rangka untuk lebih memberikan landasan
hukum yang kuat, lebih komprehensif, transparan dan tidak

diskriminatif dalam pengusahaan panas bumi. Perbedaan




utama aturan baru ini dengan Undang-Undang sebelumnya
terletak pada dikeluarkannya kegiatan Panas Bumi dari
kegiatan pertambangan sehingga memungkinkan dilakukannya
pemanfaatan energi panas bumi tidak langsung (untuk
keperluan listrik) di kawasan hutan konservasi serta membagi
izin untuk pengusahaan panas bumi menjadi pengusahaan
panas bumi untuk pemanfaatan langsung (wisata, agro bisnis,
industri) dan pemanfaatan tidak langsung untuk keperluan

kelistrikan.

Kementerian LHK tetap berkomitmen untuk mendukung
kebijakan energi nasional dengan menyiapkan regulasi agar
pemanfaatan panas bumi di hutan konservasi dapat
dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan prinsip
konservasi. Kebijakan Kementerian LHK dalam pemanfaatan

jasa lingkungan panas bumi adalah sebagai berikut:
3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015

Pada tanggal 23 Desember 2015 telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian
Alam. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah maka

pemanfaatan jasa lingkungan hutan yang diperbolehkan di
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Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yaitu pada kawasan Taman
Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam antara

lain termasuk panas bumi.
3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014

Kementerian LHK saat ini tengah melakukan revisi Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Kehutanan. Revisi tersebut antara lain untuk
mengakomodir tarif iuran dan pungutan untuk kegiatan
pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan

konservasi.

3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016

Pengaturan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di
Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dilakukan melalui Peraturan
Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang
Pmanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan

Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi meliputi

tahapan kegiatan:




a. Survey pendahuluan;

b. Eksplorasi;

c. Eksploitasi dan pemanfaatan.

3.4.1 Survey Pendahuluan

Kegiatan survey pendahuluan dapat dilakukan pada seluruh
kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman
Wisata Alam dalam satu unit pengelolaan. Sebelum melakukan
kegiatan survey pendahuluan pelaku kegiatan harus terlebih
dahulu mendapatkan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi
(Simaksi) yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis
(UPT).

Permohonan Simaksi untuk melakukan kegiatan survey

pendahuluan dapat diajukan oleh:

b. Badan Usaha;

c. Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
d. Lembaga Penelitian; atau

e. Perguruan Tinggi.

Pemohon dalam mengajukan Simaksi harus melampirkan:
a. Proposal Survei Pendahuluan Panas Bumi;

b. Surat penugasan atau surat persetujuan dari Menteri
ESDM.
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Apabila pemohon merupakan Badan Usaha, maka selain

proposal dan surat penugasan juga melampirkan:

a. Surat penugasan survei pendahuluan bagi Badan Usaha
yang belum memiliki 1zin Panas Bumi; atau

b. Izin Panas Bumi untuk Badan Usaha yang telah memiliki
Izin Panas Bumi.

Hasil survey pendahuluan digunakan untuk menetapkan areal

cadangan potensi panas bumi atau wilayah kerja panas bumi.

Penetapan areal cadangan potensi panas bumi atau wilayah

kerja panas bumi tersebut digunakan untuk menentukan areal

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi.

Letak areal kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan
panas bumi berada dalam zona/blok pemanfaatan yang sudah
ditetapkan pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan
Raya, dan Taman Wisata Alam serta berada di luar areal yang
telah diberikan izin pemanfaatan sebelumnya dan luas Areal
Kegiatan Usaha tersebut harus disahkan oleh Direktur Jenderal

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Areal kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi
diberikan oleh Menteri LHK dalam bentuk Izin Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) untuk melakukan

kegiatan: a. Eksplorasi; dan b. Eksploitasi dan pemanfaatan.




IPJLPB diberikan kepada pemegang Izin Panas Bumi
(diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM)) yang berbentuk Badan Usaha atau Badan Layanan

Umum yang bergerak di bidang panas bumi.

Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dapat

mengajukan permohonan IPJLPB meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

c. Badan Usaha Milik Swasta; atau

d. Koperasi.
3.4.2 IPJLPB Tahap Eksplorasi

Permohonan IPJLPB tahap eksplorasi diajukan pemohon
kepada Menteri LHK melalui Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) dengan melampirkan persyaratan
adminstrasi dan teknis.

Persyaratan administrasi terdiri dari:
a. lzin Panas Bumi atau salinan yang sah;

b. Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya

Panas Bumi tahap eksplorasi;

c. lzin lingkungan;
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d. Pernyataan yang memuat kesahihan seluruh dokumen

yang dilampirkan, dengan dibubuhi materai.

Persyaratan teknis terdiri dari:
a. Pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kepala
UPT/UPTD setempat;

b. Berita Acara Penandaan Batas Areal Kegiatan Usaha.

Bagan alur perizinan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi

tahap eksplorasi bisa dilihat pada gambar berikut:

Kementerian LHK

Waktu

Pemo-  Liaison Kepala Dirjen Sekjen (Ha_"
hon Officer BKPM KSDAE 7 Kerja)

Alur Kegiatan

3 Permahonan IPJLPB tahap eksplorasi
kepada Menteri LHK melalul Kepala

BKPM

2. Penilaian kelengkapan dan kesesuaian 1
persyaratan

3. Penelaahan aspek teknis dan aspek
hukum dan penyiapan usulan IPJLPB 14

tahap eksplarasi

4.  Penyampaian hasil telazhan IPJLPB
tahap eksplarasi dengan dilampiri peta 5
Areal Kegiatan Usaha skala minimal
1:50.000

o Penylapan Konsep Keputusan IPJLPB
Tahap Eksplorasi

6.  Penerbitan Surat Perintah Pemnbayaran
luran IPJLPB (SPP-1IPJLPB)

[52)

7. Pembayaran ||IPJLPB 12
8. Penyampaian Konsep Keputusan
IPJLPB Tahap Eksplorasi ke Kepala 1
BKPM
9. Penandatanganan Keputusan IPJLPB
IPJLPB Tahap Eksplorasi 1

10. Pengambilan salinan Keputusan IPJLPB
IPJLPB Tahap Eksplorasi

Gambar 21. Alur perizinan pemanfaatan jasa lingkungan panas
bumi tahap eksplorasi




Kewajiban pemegang IPJLPB tahap eksplorasi terdiri dari:

a. Menyampaikan rencana kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan panas Bumi yang disahkan Direktur Jenderal
dalam masa eksplorasi, paling lambat 6 (enam) bulan

setelah izin terbit;

b. Membayar pungutan IPJLPB tahap eksplorasi secara
berkala terhadap luas areal yang dimanfaatkan setiap

tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya
pada areal yang diizinkan antara lain dari kegiatan
pembalakan liar, perburuan satwa liar, perambahan,

pemukiman, dan kebakaran hutan;

d. Tidak melakukan penebangan pohon, apabila melakukan
penebangan pohon mengganti pohon yang ditebang
tersebut dengan perbandingan 1:100 anakan pohon untuk
ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh UPT setempat
dan dipelihara hingga sampai umur 5 (lima) tahun dan/

atau akhir izin;

e. Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan sampai
berumur 5 (lima) tahun pada lokasi areal eksplorasi yang

sudah tidak dipergunakan;
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Melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam
dokumen Izin Lingkungan (UKL/UPL);

Memelihara aset negara bagi pemegang izin yang

memanfaatkan infrastruktur milik Negara;

Menggunakan tenaga ahli di bidang konservasi alam di

dalam melaksanakan restorasi kawasan; dan

Membuat laporan pelaksanaan pemenuhan kewajiban
IPJLPB tahap eksplorasi berupa laporan hasil
pemanfaatan kawasan termasuk data lainnya, secara
berkala berupa laporan semester dan laporan tahunan

kepada Menteri.

Dokumen Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Panas Bumi yang dibuat memuat antara lain:

a.

b.

Luas Areal Kegiatan Usaha yang dimohon;
Rencana luas pemanfaatan kawasan pertahun;

Rencana sarana prasarana dan fasilitas serta jumlah
sumur eksplorasi yang akan dibangun per-tahun, dengan
dilampiri peta Areal Kegiatan Usaha dan Peta Rencana
Pemanfaatan Kawasan masing-masing dengan skala
minimal 1:50.000;




d. Pernyataan bermaterai yang memuat:

1)

2)

3)

Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan
menanggung seluruh biaya sehubungan dengan

permohonan,;

Belum melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi dan
tidak akan melakukan kegiatan sebelum izin terbit dari

Menteri; dan

Melaksanakan restorasi ekosistem pada Areal Kegiatan
Usaha tahap eksplorasi apabila tidak melanjutkan tahap

eksploitasi.

3.4.3 IPJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

Permohonan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan

diajukan pemohon kepada Menteri LHK melalui Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan melampirkan

persyaratan:

a. Hasil Studi Kelayakan dan laporan hasil eksplorasi, terdiri

dari :

1)
2)

3)

Lokasi dan jumlah sumur produksi dan reinjeksi;
Rancangan sumur produksi dan reinjeksi;

Fasilitas produksi uap;
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4) Rancangan pipa penyalur produksi (uap) dan reinjeksi

(air kondensat dan air brine);
5) Jaringan pendistribusian dari listrik yang dihasilkan;
6) Fasilitas pembangkit listrik;

7) Rencana jangka pendek (tahunan) dan rencana jangka

panjang pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi;

8) Rencana pemberdayaan dan pengembangan

masyarakat;
9) Rencana keselamatan dan pengamanan
lingkungan/kawasan;

10) Upaya konservasi baik terhadap kawasan maupun

tumbuhan dan satwa;
11) Laporan hasil restorasi pada tahap eksplorasi; dan

12) Rencana restorasi dan rencana pasca pemanfaatan

Panas Bumi.

b. Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya

Panas Bumi tahap eksploitasi;

c. lzin lingkungan.




Bagan alur perizinan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi
tahap eksploitasi dan pemanfaatan bisa dilihat pada gambar
berikut:

n | BKPM | Kementerian LHK | wakiy

Alur Kegiatan Pemo-  Liaison  Kepala  Dirjen Sekjen (Hari
hon  Officer ~ BKPM  KSDAE  KSDAE [l
1. Permohonan IPJLPB tahap eksploitasi
dan pemanfaatan kepada Menteri LHK
melalul Kepala BKPM

2. Penilaian kelengkapan dan kesesuaian 1
persyaratan

3 Penelaahan aspek teknis dan aspek
hukum dan penyiapan usulan IPJLPB 19

tahap eksploitasi dan pemanfaatan
4,  Penyampaian hasil telaahan IPJLPB
tahap eksploitasi dan pemanfaatan 5
dengan dilampin peta Areal Kegiatan
Usaha skala minimal 1:50.000

H: Penyiapan Konsep Keputusan IPJLPB

Tahap eksploitasi dan pemanfaatan 2
6. Penerbitan Surat Perintah Pembayaran * 5
Pungutan IPJLPB (SPP-PIPJLPB)
7.  Pembayaran PIPJLPB 12

8. Penyampaian Konsep Keputusan
IPJLPB Tahap eksploitasi dan 1
pemanfaatan ke Kepala BKPM

9. Penandatanganan Keputusan IPJLPB
IPJLPE Tahap eksploitasi dan 1
pemanfaatan

10. Pengambilan salinan Keputusan |PJLPB
IPJLPE Tahap eksploitasi dan
pemanfaatan

Gambar 22. Alur perizinan pemanfaatan jasa lingkungan panas

bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan

Kewajiban pemegang IPJLPB tahap eksploitasi dan

pemanfaatan terdiri dari:

a. Menyusun dan menyerahkan Rencana Pengusahaan

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi yang disahkan
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Direktur Jenderal dalam masa eksploitasi setiap lima

tahunan, dengan ketentuan:

1) Untuk rencana lima tahunan pertama, paling lambat 6

(enam) bulan setelah izin terbit; dan

2) Untuk rencana lima tahunan berikutnya, paling lambat 6
(enam) bulan sebelum rencana lima tahunan

sebelumnya berakhir.

Membayar pungutan IPJLPB tahap eksploitasi secara
berkala terhadap luas areal yang dimanfaatkan setiap tahun

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan
kawasan dan potensinya pada areal yang diizinkan antara
lain dari kegiatan pembalakan liar, perburuan satwa liar,

perambahan, pemukiman, dan kebakaran hutan;

Tidak melakukan penebangan pohon, apabila melakukan
penebangan pohon mengganti pohon yang ditebang
tersebut dengan perbandingan 1:100 anakan pohon untuk
ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh UPT setempat

dan dipelihara hingga akhir izin;




e. Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan sampai
berumur 5 (lima) tahun pada lokasi Areal Pemanfaatan

yang sudah tidak dipergunakan;

f. Melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam

dokumen lIzin Lingkungan;

g. Memelihara aset negara bagi pemegang izin yang

memanfaatkan infrastruktur milik Negara;

h. Menggunakan tenaga ahli di bidang konservasi alam, di

dalam melaksanakan kegiatan restorasi kawasan; dan

i. Membuat Ilaporan IPJLPB tahap eksploitasi dan
pemanfaatan Panas Bumi secara berkala berupa laporan

semester dan laporan tahunan kepada Menteri.

Dokumen Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Panas Bumi yang dibuat memuat antara lain:
a. Petarencana luas areal yang akan dimanfaatkan;
b. Tapak sumur dan sumur yang akan dibangun pertahun; dan

c. Areal kerja yang dikembalikan pada saat IPJLPB tahap
eksplorasi berakhir, dengan skala minimal 1:50.000 yang
diketahui kepala UPT/UPTD setempat;

82 Buku Informasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Hutan Konservasi




d. Pernyataan dalam bentuk akta notaril yang memuat

kesanggupan:

a. Melaksanakan restorasi ekosistem pada kawasan hutan
yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu

selesainya jangka waktu izin;

b. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan
sesuai peraturan perundang-undangan antara lain dari
pembalakan liar, perambahan, pemukiman, dan

kebakaran hutan; dan

c. Membayar kewajiban keuangan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

3.4.4 Penambahan Luas dan atau Perubahan Lokasi

Pengeboran Sumur

Pada tahap eksploitasi dan pemanfaatan, dimungkinkan terjadi
Penambahan Luas dan atau Perubahan Lokasi Pengeboran

Sumur yang berlaku ketentuan:

a. Perubahan lokasi pengeboran sumur
produksi/pengembangan dan sumur reinjeksi tidak
berakibat terjadinya penambahan luas pemanfaatan
kawasan dalam Areal Kegiatan Usaha maka pemegang

IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan wajib




melaporkan kepada Direktur Jenderal KSDAE dengan

melampirkan:

1) Peta dengan skala minimal 1:50.000 vyang
menggambarkan letak, lokasi dan luas areal yang
dimanfaatkan, dan

2) Kajian teknis  perubahan lokasi  pengeboran

produksi/pengembangan dan sumur reinjeksi.

b. Penambahan lokasi pengeboran sumur
produksi/pengembangan dan sumur reinjeksi yang
berakibat terjadinya penambahan luas pemanfaatan
kawasan dalam Areal Kegiatan Usaha, pemegang IPJLPB
tahap eksploitasi dan pemanfaatan wajib mengajukan
permohonan dan mendapat izin dari Menteri LHK.
Pemegang IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan
wajib mengajukan permohonan melampirkan persyaratan:
1) Peta dengan skala minimal 1:50.000 vyang
menggambarkan letak, lokasi dan luas areal yang
dimanfaatkan;

2) Kajian teknis penambahan jumlah sumur (sumur
produksi/ pengembangan dan sumur reinjeksi);

3) Kapasitas terpasang pemanfaatan jasa lingkungan
Panas Bumi; dan

4) Tanda bukti setoran pungutan terakhir.
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Dengan terbitnya IPJLPB penambahan luas pemanfaatan
kawasan, Menteri melakukan addendum IPJLPB tahap

eksploitasi dan pemanfaatan sebelumnya.

|____BKPM____| Kementerian LHK

Pemo-  Liaison Kepala Dirjen Sekjen
hon Officer BKPM  KSDAE KSDAE

Alur Kegiatan

il Permohonan penambahan luas
pemanfaatan kawasan IPJLPB tahap
eksploitasi dan pemanfaatan kepada
Menteri LHK melalui Kepala BKPM

2. Penllaian kelengkapan dan kesesuaian
persyaratan

3. Pengecekan lapangan oleh UPT dan
aspek hukum dan penyiapan usulan
adendum IPJLPB tahap eksploitasi dan
pemanfaatan

4 Penyampaian usulan adendum IPJLPE
tahap eksploitasi dan pemanfaatan
dengan dilampiri peta Areal Keglatan
Usaha skala minimal 1:50.000

5 Penyiapan Konsep Keputusan adendum
IPJLPE Tahap eksploitasi dan 2
pemanfaatan

6. Penerbitan Surat Perintah Pembayaran :
uran [PJLPB (SPP-IIPJLPB) - .

20

penambahan luas pemanfaatan
kawasan

i Pembayaran |IPJLPB penambahan luas
pemanfaatan kawasan

8. Penyampaian Konsep Keputusan
adendum IPJLPB Tahap eksploitasi dan 1
pemanfaatan ke Kepala BKPM

9. Penandatanganan Keputusan adendum
IPJLPE IPJLPB Tahap eksploitasi dan 1
pemanfaatan

10. Pengambilan salinan Keputusan
adendum IPJLPB Tahap eksploitasi dan
pemanfaatan

Gambar 23. Alur permohonan penambahan luas Areal

Kegiatan Usaha
3.4.5 Jangka Waktu IPJLPB

IPJLPB yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 37 (tiga

puluh tujuh) tahun, meliputi:
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a. IPJLPB tahap eksplorasi diberikan untuk jangka waktu
paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
sebanyak 2 (dua) kali untuk masing-masing 1 (satu) tahun.

b. IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan diberikan untuk
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua

puluh) tahun.

Permohonan perpanjangan IPJLPB diajukan paling lambat 6

(enam) bulan sebelum izin berakhir.
3.4.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kegiatan pembangunan sarana perasarana pendukung dan
fasilitas produksi dapat dilakukan setelah IPJLPB diterbitkan

dan dapat menggunakan alat berat.

Sarana perasarana pendukung dan fasilitas produksi tahap
eksplorasi meliputi:

a. Akses jalan eksplorasi;

b. Tapak sumur termasuk fasilitas penunjang; dan

c. Pemipaan pasokan air.

Sarana perasarana pendukung dan fasilitas produksi tahap
eksploitasi dan pemanfaatan meliputi:

a. Akses jalan eksploitasi;
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b. Fasilitas produksi uap;
c. Tapak sumur termasuk fasilitas penunjang; dan

d. Fasilitas pembangkit listrik.

Dalam pembangunan sarana pendukung dan fasilitas produksi
serta penggunaan alat berat harus mengacu pada izin

lingkungan.
3.4.7 Ketentuan Peralihan

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di Taman
Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang
dilakukan melalui kerjasama/perjanjian/izin pinjam pakai
kawasan hutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri LHK
terbit dan bersifat strategis nasional, kegiatannya dapat
dilanjutkan dan diproses menjadi IPJLPB setelah dilakukan
penilaian oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal KSDAE
serta pembayaran iuran serta pungutannya dapat dikenakan
setelah IPJLPB ditetapkan dikarenakan tarif iuran dan
pungutan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi belum
diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2014.




BAB 4. POTENSI PANAS BUMI DI HUTAN
KONSERVASI

Indonesia memiliki rangkaian gunung api sepanjang 7.500 km
yang menjadi sumber energi panas bumi, yang dibentuk oleh
interaksi tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia,
Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Data yang
dimiliki oleh Badan Geologi, KESDM, potensi sumber daya
panas bumi di Indonesia mencapai 28,5 Giga Watt (GW) yang
tersebar di 299 lapangan panas bumi dan merupakan yang
terbesar di dunia. Kenyataan tersebut sekaligus mendukung
bahwa Indonesia bukan hanya pengguna, tetapi juga
merupakan negara terbesar pemilik sumber panas bumi.
Sangat disayangkan, potensi potensial tersebut baru
dimanfaatkan sebesar 1.196 Mega Watt (MW) atau 4,2% dari
potensi yang ada dan menjadi negara ketiga yang
memanfaatkan energi panas bumi setelah Amerika Serikat
(2.900 MW) dan Filipina (2.000 MW).

Lokasi potensi panas bumi pada wilayah vulkanik biasanya
berasosiasi dengan kawasan hutan. Data Direktorat Jenderal
Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian

ESDM tahun 2010 menyebutkan, potensi panas bumi yang
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berada dalam kawasan hutan konservasi sebanyak 41 titik
dengan kapasitas 5.935 MW, dalam kawasan hutan lindung (46
titik) dengan potensi 6.623 MW, dan dalam kawasan hutan
produksi (37 titik) dengan potensi 3.670 MW.

Data pengembangan panas bumi di kawasan konservasi

secara lengkap disajikan dalam lampiran.




BAB 5. PENUTUP

Kawasan konservasi memiliki keanekaragaman hayati dan
bentang alam yang beragam. Sebagian kawasan konservasi
merupakan kawasan pegunungan yang berlokasi pada deretan
gunung—gunung berapi (ring of fire), sehingga mempunyai
potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk

menciptakan energi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagaimana arah kebijakan nasional untuk mengembangkan
pemanfaatan energi baru terbarukan di kawasan hutan,
khususnya di hutan konservasi, Kementerian LHK berkomitmen
untuk mendukung dengan menyiapkan regulasi agar
pemanfaatan panas bumi di kawasan pelestarian alam dapat
dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan prinsip

konservasi.

Dengan disusunnya Buku ini diharapkan menjadi salah satu
sumber informasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi
bagi para pihak, terutama bagi UPT lingkup Ditjien KSDAE,
Pemerintah Daerah dan para pihak lainnya tentang peluang
pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi,

lokasi potensial, serta kebijakan yang menaunginya.
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Provinsi

Data Pengembangan Panas Bumi di Kawasan Konservasi

Hutan
Konservasi

Dasar Hukum
WKP
(Sesuai SK
Kemen ESDM)

Potensi
(MW)

Pengembang

Nangroe
Aceh
Darussalam

Sumatera
Utara

94

1. Jaboi

2. Seulawah
Agam

1. Sibual-Buali

2. Sibayak
Sinabung
(Eksisting)

3. Simbolon
Samosir

TWA Iboih

Tahura Pocut
Meurah Intan

CA Dolok Sipirok
CA Dolok Sibual-
Buali

CA Lubuk Raya
SM Barumun

TWA Sibolangit
CA Tinggi Raja
TN Gn Leuser

TWA Sijaba
Hutaginjang

SK Nomor. 1514
K/30/MEM/2008

tanggal 09 April 2008

SK Nomor. 1786
K/33/MEM/2007

tanggal 23 Mei 2007

SK Nomor. 2067
K/34/MEM/2012
tanggal 18 Juni
2012

SK Nomor. 2067
K/34/MEM/2012
tanggal 18 Juni
2012

SK Nomor. 1827
K/30/MEM/2012

tanggal 30 April 2012

50 MW
(Possible)

160 MW
(Possible)

100 MW
(Hipothetic),
750 MW
(Possible),
130 MW
(proven)

130 MW
(Possible),
40 MW
(Proven)

225 MW
(Spekulatif)

PT. Sabang
Geothermal
Energy

Sarulla
Operation, Ltd

PT. Pertamina
Geothermal
Energy

Telah tanda
tangan PPA/PJBL

Proses
penerbitan IPB

Pembahasan
Kepemilikan
Aset

Sudah
Produksi

Persiapan
lelang



Provinsi Hutan Dasar Hukum Potensi Pengembang
Konservasi WKP (MW)
(Sesuai SK
Kemen ESDM)
4. Sorik TN Batang Gadis SK Nomor. 2963 200 MW PT. Pertamina Telah tanda
Marapi- K/30/MEM/2008 (Possible) Geothermal tangan
Roburan- tanggal 30 Energy PPA/PJBL
Sampuraga Desember 2008
Sumatera 1. Bonjol KSA-KPA SK Nomor. 1150 200 MW - Persiapan Lelang
Barat Malampah Alahan K/30/MEM/2011 (Possible)
Panjang tanggal 21 April 2011
2. Liki TN Kerinci Seblat SK Nomor. 1086 400 MW PT. Supreme Eksplorasi
Pinangawan K/30/MEM/2009 (Possible) Energy
Muaralaboh tanggal 30 Maret 2009 Muaralaboh
3. Gunung Lembah Anai SK Nomor. 2777 65 MW - Persiapan Lelang
Talang-Bukit K/30/MEM/2014 (Cadangan
Kili tanggal 03 Juni 2014 Terduga)
Jambi 1.Sungai TN Kerinci Seblat  SK Nomor. 2067 70 MW PT. Pertamina  Eksplorasi
Penuh K/34/MEM/2012 (cadangan Geothermal
(Eksisting) tanggal 18 Juni 2012 terduga) Energy
2. Graho TN Kerinci Seblat SK Nomor. 2781 200 MW - Persiapan lelang
Nyabu K/30/MEM/2014 (cadangan

tanggal 03 Juni 2014 terduga)
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Provinsi Hutan Dasar Hukum Potensi Pengembang
Konservasi WKP (MW)
(Sesuai SK
Kemen ESDM)
&, Bengkulu 1. Hululais CA Danau SK Nomor. 2067 223 MW PT. Pertamina Eksplorasi
(Eksisting) Menghijau K/34/MEM/2012 (hipothetic), Geothermal
(Reg56) tanggal 18 Juni 2012 600 MW Energy
TWA Danau Tes (possible)
TN Kerinci Seblat
2. Kapahiang CA Pagar SK Nomor. 2847 180 MW - Persiapan Lelang
Gunung | K/30/MEM/2012 (Possible), 74
CA Talang Ulu |  tanggal 27 September MW
CA Talang Ulu Il 2012 (Speculaitive)
TWA Bukit Kaba
6. Sumatera Lumut Balai SM Isau Isau SK Nomor. 2067 600 MW PT. Pertamina Pengeboran
Selatan dan Pasemah K/34/MEM/2012 (possible) Geothermal Sumur
Margabayur tanggal 18 Juni 2012 Energy Pengembangan
(Eksisting)
7. Lampung 1. Suoh TN Bukit Barisan ~ SK Nomor. 2478 230 MW Chevron WKP
Sekincau Selatan K/30/MEM/2009 (Possible) Geothermal Suoh- dikembalikan ke
tanggal 01 Desember Sekincau Pemerintah
2009
2. Gunung Way TN Bukit Barisan SK Nomor. 2067 380 MW PT. Pertamina  Penyelesaian EPC
Panas Selatan K/34/MEM/2012 (possible) Geothermal
tanggal 18 Juni 2012 Energy
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Provinsi Hutan Dasar Hukum Potensi Pengembang
Konservasi WKP (MW)
(Sesuai SK
Kemen ESDM)
3. Way Ratai Tahura Wan SK Nomor. 1825 105 MW - Persiapan lelang
Abdurahman K/30/MEM/2012 (Cadangan
tanggal 30 April 2012 Terduga)
4. Danau SM Gunung Raya, SK Nomor. 1151 210 MW - Gagal Lelang
Ranau Danau Ranau K/30/MEM/2011 (Possible)
tanggal 21 April 2011
8. Banten 1. Kaldera CA Gunung SK Nomor.0026 115 MW PT. Sintesa Telah tanda
Danau Banten Tukung Gede K/30/MEM/2009 (Possible) Banten tangan PPA/PJBL
CA Rawa Danau  tanggal 15 Januari Geothermal
Tahura Carita 2009
2. Gunung TN G Halimun SK Nomor. 1154 80 MW - Persiapan lelang
Endut Salak K/30/MEM/2011 (Cadangan
tanggal 21 April 2011 Terduga)
9. Jawa Barat 1. Ciater CA G. Tangkuban SK Nomor. 60 MW PT. Wahana dikembalikan ke
(Eksisting) Perahu 3970/30/M.DJM/1997 (possible) Sambadhasakti  pemerintah
TWA G. tanggal 23 oktober
Tangkuban Perahu 1997
2. -CA G Simpang  SK Nomor. 2067 1333 MW 1. Lapangan 1. Lapangan
Pangalengan - CA G Tilu K/34/MEM/2012 Gunung Patuha: Gunung Patuha:
(Eksisting) - CA Cigenteng tanggal 18 Juni 2012" PT Geodipa Eksplorasi
Cipanji Energy (dihentikan karena
- CA Malabar 2. Lapangan G. permasalahan
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Provinsi
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3. Kamojang
Derajat
(Eksisting)

4. Karaha
Cakrabuana
(Eksisting)

5. Cibeurem
Parabakti
(Eksisting)

6. Cisolok
Sukarame

Hutan
Konservasi

- TWA Cimanggu

CA Papandayan
CA Kawah
Kamojang

TWA Kawah
Kamojang

TWA G Guntur

CA Talaga Bodas

Dasar Hukum
WKP

(Sesuai SK
Kemen ESDM)

SK Nomor. 2067
K/34/MEM/2012

tanggal 18 Juni 2012

SK Nomor. 2067

TWA Talaga Bodas K/34/MEM/2012

SM Gunung Sawal tanggal 18 Juni 2012

TN G Halimun
Salak

TN Halimun Salak

SK Nomor. 2067
K/34/MEM/2012

tanggal 18 Juni 2012

SK Nomor. 1937
K/30/MEM/2007

tanggal 09 Juli 2007

Potensi
(MW)

1238 MW

700 MW

160 (cadangan
terduga)

30-45 MW
(Possible)

Pengembang

Wayang Windu :
Star Energy
Geothermal
Wayang Windu
(SEGWW), Ltd.

1. Lapangan
Kamojang:
Pertamina
Geothermal
Energy

2. Lapangan
Darajat: Chevron
Geothermal
Indonesia, Ltd

PT. Pertamina
Geothermal
Energy

PT. Chevron

Geothermal Salak

hukum dg
Bumigas)

2. Lapangan G.
Wayang Windu :
Sudah Produksi

1. Lapangan
Kamojang: Sudah
Produksi

2. Lapangan
Darajat: Sudah
Produksi

sudah produksi

sudah produksi

PT. Jabar Rekind Telah tanda

Geothermal

tangan PPA/PJBL



Provinsi Hutan Dasar Hukum Potensi Pengembang
Konservasi WKP (MW)
(Sesuai SK
Kemen ESDM)
7. Ciremai TN Gunung SK Nomor. 1153 150 MW - WKP
Ciremai K/30/MEM/2011 (Cadangan dikembalikan ke
tanggal 21 April 2011 Terduga) Pemerintah
8. Tampomas TWA Gunung SK Nomor. 1790 20 MW PT. Wijaya Karya Telah tanda
Tampomas K/33/MEM/2007 (Possible) Jabar Power tangan PPA/PJBL
tanggal 23 Mei 2007
9. Cibuni CA Telaga SK 140 MW KJK Teknosa Eksploitasi
Patengan Nomor.1298/33/M.DJ (possible)
TWA Telaga M/1988
Patengan tanggal 19 Februari
1988
10. Tangkuban CA G. Tangkuban SK Nomor. 2995 '90 MW ( PT. Wahana Telah tanda
Perahu Perahu K/30/MEM/2007 Cadangan Sambadhasakti tangan PPA/PJBL
CA Burangrang tanggal 27 Desember Terduga
TWA G Tangkuban 2007
Perahu
11. Gunung TN Gunung Gede SK Nomor. 2778 85 MW - Persiapan Lelang
Gede Pangrango K/30/MEM/2014 (Cadangan
Pangrango TWA Gunung tanggal 03 Juni 2014 Terduga)
Pancar
TWA Telaga
Warno
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10.

Provinsi

Jawa
Tengah
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Hutan
Konservasi

1. Dataran TWA Telogo

Tinggi Dieng  Warno Pengilon

(Eksisting) CA Telogo Dringo
CA Telogo
Sumurup

2. Guci TWA Guci

3. Gunung CA Gunung

Lawu Tunggangan
TWA Grojogan
Sewu
Tahura GPAA
Mangkunegoro |

4. Gunung CA Gebungan

Ungaran

5. Candi Umbul TN Gunung
Telomoyo Merbabu
CA Sepakung

Dasar Hukum
WKP

(Sesuai SK
Kemen ESDM)

SK Nomor. 2989
K/30/MEM/2012
tanggal 31 Juli 2012

SK Nomor. 1566
K/30/MEM/2010
tanggal 09 April 2010

SK Nomor. 2518
K/30/MEM/2012
tanggal 13 Agustus
2012

SK Nomor.
1789.K/33/MEM/2007
tanggal 23 Mei 2007

SK Nomor. 1826
K/30/MEM/2012
tanggal 30 April 2012

Potensi Pengembang

(MW)

897 MW PT Geodipa Sudah Produksi
Energi

79 MW PT. Spring Energy Telah tanda
(Cadangan Sentosa tangan PPA/PJBL
Terduga)
195 MW - Proses Lelang
(Possible), 137
MW
(Hypothetical
100 MW PT. Giri Indah Eksplorasi
(Cadangan Sejahtera
terduga)
120 MW - Belum Lelang
(Cadangan
Terduga



11.

12.

13.

Provinsi

Jawa Timur

Bali

NTB
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1. Gunung

Hutan
Konservasi

CA Sungai Kolbu

lyang Argopuro SM Dataran Tinggi

(Eksisting)

Yang

2. Blawan - lien TWA Kawah ljen

3. Telaga
Ngebel

4. Arjuna
Welirang

Tabanan
(Eksisting)

Sembalun

CA Picis
CA Sigogor

Tahura R Soeryo
TWA Tretes

- CA Batukahu I-lI-
Il (RTK 4)

- TWA D Buyan
dan Tamblingan
(RKT 4)

TN Gunung Rinjani

Dasar Hukum
WKP

(Sesuai SK
Kemen ESDM)

"SK Nomor. 2067
K/34/MEM/2012
tanggal 18 Juni 2012"

SK Nomor. 2472
K/30/MEM/2008
tanggal 22 Oktober
2008

SK Nomor. 1788
K/33/MEM/2007
tanggal 23 Mei 2007

SK Nomor. 2773
K/30/MEM/2014
tanggal 03 Juni 2014

SK Nomor. 2067
K/34/MEM/2012
tanggal 18 Juni 2012

SK Nomor. 2848
K/30/MEM/2012
tanggal 27 September
2012

Potensi
(MW)

295 MW

270 MW
(Cadangan
Terduga)

120 MW
(Cadangan
terduga)

185 MW
(Cadangan
Terduga)

276 MW
(Cadangan
Terduga)

100 MW
(Possible)

Pengembang

PT. Medco
Cahaya
Geothermal

PT. Bakrie
Darmakarya
Energi

Bali Energy, Ltd

WKP
dikembalikan ke
Pemerintah

Eksplorasi

Telah tanda
tangan PPA/PJBL

Persiapan Lelang

Tahap Eksploitasi

Persiapan lelang



Provinsi

14. NTT

15. Sulawesi
Utara

16. Sulawesi
Tengah
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Hutan
Konservasi

1. Sokoria TN Kelimutu
2. Ulumbu TWA Ruteng
(Eksisting)

1. Lahendong CA. G Lokon
Tompaso
(Eksisting)

2. Kotamobagu CA G Ambang
(Eksisting) TN Bogani Nani
Wartabone

3. Suwawa TN Bogani Nani

Wartabone

TWA Wera
TN Lore Lindu
Tahura Palu

Bora Pulu

Dasar Hukum
WKP

(Sesuai SK
Kemen ESDM)

SK Nomor. 1534
K/30/MEM/2008
tanggal 14 April 2008

SK Dirjen Nomor.
3042/33/DJB/2009
tanggal 28 Oktober
2009

SK Nomor. 2067
K/34/MEM/2012
tanggal 18 Juni 2012

SK Nomor. 2067
K/34/MEM/2012
tanggal 18 Juni 2012

SK Nomor.0025
K/30/MEM/2009
tanggal 15 Januari
2009

SK Nomor. 1828
K/30/MEM/2012
tanggal 30 April 2012

Potensi
(MW)

30 MW
(Possible)

187,5 MW

Pengembang

PT. Sokoria
Geothermal
Indonesia

PT. PLN

(Possible), 12,5 (Persero)

MW (Proven)

130 MW
(Possible), 95
MW
(Probable),80
MW (Proven)

100 MW
(Possible)

110 MW
(Possible)

123 MW
(Possible)

PT. Pertamina
Geothermal
Energy

PT. Pertamina
Geothermal
Energy

Telah tanda
tangan PPA/PJBL

Produksi

Produksi

Dikembalikan ke
Pemerintah

Persiapan lelang

Persiapan lelang



Provinsi Hutan Dasar Hukum Potensi Pengembang
Konservasi WKP (MW)
(Sesuai SK
Kemen ESDM)
17.  Maluku Songa Wayaua CA Gunung Sibela SK Nomor. 2965 140 MW - Persiapan Lelang

K/30/MEM/2008 (Possible)
tanggal 30 Desember
2008

Sumber: Ditjen EBTKE, Kemen ESDM 2015
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